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ABSTRAK
EDWIND RAYNALDI (E21106040), “Pelaksanaan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi
Selatan (Studi kasus Diklat Aparatur)”, xiii + 101 Halaman + 1 Gambar + 2
Tabel + 17 Daftar Pustaka . Dibimbing Oleh Prof. Dr. H. Sulaiman Asang, MS
dan Dr. H. Muh. Yunus, MA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan sumber
daya manusia pada badan kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Sulawesi
Selatan. Selain itu, tujuan lain penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor
apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia
Pegawai pada badan kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan
sehingga pemerintah harus mengevaluasi dalam mengambil tindakan cepat.
Dari penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan beberapa hal yakni :
(1) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Pada Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Diklat Struktural,
Diklat Fungsional, dan Diklat Tehnis dianggap masih belum optimal. Hal ini
disebabkan bahwa dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia
dalam hal ini adalah pegawai masih dipengaruhi oleh adanya pembedaan status
yang dimiliki pegawai. (2) Faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber
daya manusia pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi
Selatan. Indikator yang mempengaruhi tersebut antara lain : faktor pendukung
yaitu kepemimpinan, motivasi dan komitmen. Sedangkan faktor penghambat
meliputi prestasi kerja yang cenderung rendah, kondisi kerja yang kurang efektif
dan komunikasi yang kurang efektif.
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ABSTRACT
EDWIND RAYNALDI (E21106040), “Implementation of Human Resource
Development in the Regional Human Resources Agency (BKD) of South
Sulawesi Province (Case studies Training Apparatus)”, xiii + 101 pages + 1
image + 2 Table + 17 Bibliography. Supervised by Prof. Dr. H. Sulaiman
Asang, MS and Dr. H. Muh. Yunus, MA
This study aims to determine the implementation of human resource
development in regional employment agency (BKD) of South Sulawesi Province.
In addition, another purpose of this study was to determine whether factors that
affect the implementation of the development of human resources staffing agency
employees in the area (BKD) of South Sulawesi province that the government
should evaluate in taking quick action.
From the research that was done the authors concluded several things: (1)
Implementation of human resource development in the Regional Human
Resources Agency (BKD) of South Sulawesi Province include Structural Training,
Functional Training, and Technical Training is still not considered optimal. This is
due to that in the implementation of human resource development in this regard
is the employee is still influenced by the presence of an employee-owned status
distinctions. (2) Factors affecting the development of human resources at the
Regional Human Resources Agency (BKD) of South Sulawesi Province.
Indicators that affect, among others: supporting factors namely leadership,
motivation and commitment. While inhibiting factors that tend to include low work
performance, working conditions are less effective and less effective
communication.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah
Pemerintahan merupakan salah satu Faktor penentu dalam proses
pembangunan yang mantap dan dinamis sehingga dibutuhkan peranan yang lebih
besar tertama dalam pelaksanaan pemerintah. Kelancaran penyelenggaraan
pemerintah dan pelaksanaan pembangunan itu memerlukan suatu pembinaan
terhadap aparatur Negara.Oleh karena itu tidak dapat dipungkirilagi bahwa factor
manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan dalam suatu
pemerintahan.Hal tersebut sangatlah penting karena bagaimanapun juga
keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan di tentukan oleh kualitas
dan kemampuan orang-orang yang berada di dalamnya.
Sumber daya manusia  adalah aset atau unsur yang paling unik sekaligus
penting diantara unsur-unsur organisasi lainnya. Hal yang membuat Sumber daya
manusia disuatu organisasi atau perusahaan unik karena manusia itu sendiri
makhluk yang memiliki akal budi,punya kemampuan untuk berkembang , dan
memiliki keinginan-keinginan berbeda dengan alat produksi lain yang tidak dapat
berkembang kemampuannya serta tidak memiliki keinginan-keinginan . Oleh Karena
itu tidak sama dengan alat produksi lain maka pengelolaan manuisia pun bersifat
unik.
2Pengalaman banyak organisasi menunjukkan bahwa dengan
penyelenggaraan program pengenalan yang sangat komprehensif sekalipun belum
menjamin bahwa para pegawai baru serta merta dapat melaksanakan tugas dengan
memuaskan.Artinya para pegawai baru itu masih memerlukan pelatihan tentang
berbagai segi tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Para pegawai
yang sudah berpengalamanpun selalu memerlukan peningkatan pengetahuan,
keterampilan dan kemampuan karena selalu ada cara yang lebih baik untuk
meningkatkan produktivitas kerja. Belum lagi apabila seorang pegawai ditempatkan
pada tugas pekerjaan yang baru.Tidak mustahil ada kebiasaan-kebiasaan kerja
yang tidak atau kurang baik yang perlu dihilangkan.
Singkatnya, kemampuan pegawai baru yang digabung dengan program
pengenalan dan pelatihan tertentu belum sepenuhnya menjamin hilangnya
kesenjangan antara kemampuan kerja dan tuntutan tugas.Disinilah letak pentingnya
pengembangan sumber daya manusia.
Ditinjau dari sudut pandang Organisasi, manusia adalah sumber daya yang
dinamis, bukan sumber daya yang statis seperti halnya tanah dan modal. Seperti
yang di kutip oleh Nimran (2000: Hal 2) yang mengatakan bahwa :
“Assest make thingking possible, people make thing happen”, memang benar
oranglah yang membuat barang-barang dan jasa yang bernilasi bagi suatu
bangsa dan hasil-hasil yang bernilai itulah yang menentukan kesejahteraan
dan taraf hidup suatu masyarakat.
Menguraikan sumber daya manusia, tidak lepas dari manajemen sumber
daya manusia itu sendiri, adapun pengertian manajemen sumber daya manusia
adalah merupakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar
sumber daya manusia di dalam suatu oraganisasi dapat di gunakan untuk mencapai
3tujuan.Dari seluruh sumber daya yang tersedia, sumber daya manusia memiliki akal,
perasaan, keinginan, ketrampilan, daya dan kerja.
Majunya technology dan berkembangnya informasi serta tersedianya modal
dan bahan akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya bila sumber daya
manusia tidak di perhatikan atau di telantarkan. Dalam rangka mencapai
keberhasilan suatu organisasi atau badan usaha, produktivitas kerja pegawai
merupakan factor penting yang harus di wujudkan untuk mendukung tercapainya
tujuan organisasi. Aktivitas kerja senantiasa mempengaruhi produktivitas dalam
organisasi sehingga dengan produktifnya pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok,
akan tercipta efektifitas dan efisiensi.
Jika di atas dikatakan bahwa pengembangan mutlak perlu dilakukan,
kemutlakan itu tergambar pada berbagai jenis manfaat yang dapat dipetik
daripadanya, baik bagi organisasi, bagi para pegawai maupun bagi penumbuhan
dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara berbagai kelompok kerja dalam satu
organisasi. Berarti kesemuanya bermuarah pada peningkatan produktifitas kerja
organisasi sebagai keseluruhan.
Berdasarkan pasal 31 undang-undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan
Undang-Undang No.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang berbunyi
bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan
pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri
sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, keahlian, kemampuan dan
keterampilan.
4Lebih lanjut menurut UU no. 43 Tahun 1999 tentang kepegaian yang
tertuang dalam PP No. 14 tahun 1994 tentang pendidikan dan pelatihan untuk  dapat
membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di atas perlu di bina melalui
pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) yang mengarah kepada :
1. meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian kepada
masyarakat.
2. Meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi
maupun kepemimpinannya.
Di samping manfaat bagi organisasi, pelaksanaan program pelatihan dan
pengembangan yang baik sudah barang tentu bermanfaat pula bagi para anggota
organisasi. Pengalaman dan penelitian menunjukkan adanya paling sedikit sepuluh
manfaat bagi para karyawan suatu organisasi, yaitu :
1. Membantu para pegawai membuat keputusan dengan lebih baik ;
2. Meningkatkan kemampuan para pekerja menyelesaikan berbagai masalah
yang dihadapinya ;
3. Terjadinya internalisasi dan operasionalisasi factor-faktor motivasional ;
4. Timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk terus meningkatkan
kemampuan kerjanya;
5. Peningkatan kemampuan pegawai untuk mengatasi stress, frustasi dan
konflik yang pada gilirannya memperbesar rasa percaya pada diri sendiri;
6. Tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan
oleh para pegawai dalam rangka pertumbuhan masing-masing secara
teknikal dan intelektual.
57. Meningkatnya kepuasan kerja;
8. Semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang;
9. Mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa depan.
Seperti telah disinggung di atas, manfaat besar lainnya yang dapat dipetik
melalui penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan secara baik adalah dalam
rangka penumbuhan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara para anggota
organisasi. Hal demikian terjadi karena :
1. Terjadinya proses komunikasi yang efektif;
2. Adanya persepsi yang sama tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan,
3. Ketaatan semua pihak kepada berbagai ketentuan yang bersifat normatif,
baik yang berlaku umum dan ditetapkan oleh instansi pemerintah yang
berwenang maupun yang berlaku khusus di lingkungan suatu organisasi
tertentu,
4. Terdapatnya iklim yang baik bagi pertumbuhan seluruh pegawai, dan
5. Menjadikan organisasi sebagai tempat yang lebih menyenangkan untuk
berkarya.
Dari berbagai manfaat yang dikemukakan di atas, yang sifatnya masih
ilustratif dan belum ekshaustif, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan
pelatihan dan pengembangan karyawan sebagai investasi organisasi bukan hanya
wajar akan tetapi mutlak dilakukan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, peningkatan
melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perlu di upayakan karena hal ini
berpengaruh secara langsung terhadap hasil kerja pegawai. Dengan kata lain,
diharapkan bahwa pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mampu
6menghasilkan dan menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja di banding pegawai
yang belum memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan
pelatihan.
Pada badan kepegawaian daerah provinsi Sulawesi selatan, Nampak selama
ini upaya peningkatan kualitas pegawai negeri sipil belum mampu di laksanakan
denagn baik. Salah satu cara yang tepat dalam meningkatkan produktivitas kerja
mereka adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
Mengingat semakin kompleksnya tugas pokok yang harus dilaksanakan pada
kantor BKD provinsi Sulawesi selatan maka kebutuhan akan Diklat dirasakan perlu
dan sangat penting peranannya. Namun, berdasarkan pengamatan sementara kami
bahwa dalam proses pengembangan, diklat kepada aparatur masih kurang
dilaksanakan yang secara umum masih terlihat seperti :
1. Kompleksnya tugas pimpinan yang menjadikannya selalu sibuk sehingga
lupa kan memperhatikan pengembangan para pegawainya.
2. Kurangnya perencanaan dalam proses Diklat yang di lakukan dalam
rangka pengembangan aparatur
3. Anggaran dana yang disediakan dianggap belum mencukupi untuk
melakukan pengembangan aparatur khususnya mengenai diklat
sehingga dalam pelaksanaannya selalu mengalami keterlambatan.
4. Rendahnya keinginan pegawai untuk menuntut pengadaan
pengembangan melalui diklat oleh karena merasa tidak memiliki hak dan
kewajiban akan hal itu.
7Selain masalah-masalah umum di atas, juga disebabkan oleh adanya
masalah-masalah khusus seperti para karyawan masih belum bekerja sesuai
dengan  bidang tugasnya atau tidak sesuai dengan bidang tugasnya hal itu
dikarenakan bahwa banyak karyawan yang belum mengenal bidang tugasnya
masing-masing.
Pendidikan dan pelatihan pegawai adalah merupakan kegiatan
pengembangan SDM untuk meningkatkan kemampuan diluar kemampuan dibidang
pekerjaan atau jabatan yang dipegang, sebab pendidikan pegawai dirancang atau
sesuaikan dengan posisi baru, diman tugas-tugas yang akan dilakukan memerlukan
kemampuan khusus yang lain dari yang mereka miliki sebelumnya. Dengan
demikian tujuan pendidikan pegawai yakni untuk mempersiapkan pegawai dalam
menempati posisi atau jabatan baru, terutama dalam bidang pengelolaan
kepegawaian yang propesional.
Oleh karena itu pengembangan SDM harus dilakukan secara terprogram dan
Continue berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan didasarkan pada unsur like and
dislike pimpinan baik dalam hal penempatan pegawai, diklat, maupun mutasi dan
promosi jabatan, akan tetapi berdasarkan merit system. Guna kelancaran
pelaksanaan program pengembangan, maka analisis jabatan harus dilakukan,
sehingga dalam perencanaan program pengembangan SDM dalam sebuah badan
usaha milik negara dapat dilakukan dengan tepat, sehingga mencapai hasil yang
optimal.
8Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk memilih
judul “Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPadaBadan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi SULSEL (Studi kasus Diklat Aparatur)”.
B.Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu :
1. Bagaimana Pelaksanaan Pengembangan SDM pada Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan Melalui Diklat Aparatur.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan
Sumber daya manusia pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi
SULSEL melalui Diklat Aparatur.
C.Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengembangan SDM yang dilakukan
oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) SULSEL.
2. Untuk menganalisisFaktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
pelaksanaan pengembangan Sumber daya manusia pada Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi SULSEL melalui Diklat Aparatur.
9D.Manfaat Penelitian
1. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan input kepada pegawai pada
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi SULSEL guna terus
mengupayakan pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Manfaat akademik , dari hasil penelitian ini diharapkann dapat memperkaya
pengetahuan, sehingga memiliki kemampuan dan keterampilan terutama
rekan-rekan mahasiswa yang berkeinginan mengadakan penelitian
mengenaipengembangan SDM, maka dari hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi acuannya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A.KONSEP PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1.Pengertian Pengembangan
Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai maka perlu diadakan
pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi.
Pengembangan sumber daya manusia merupakan sesuatu yang urgen karena
melalui pengembangan ini pegawai akan meningkat dalam hal pengetahuan
keterampilan serta sikap dan perilakunya. Hal lain yang menuntut setiap organisasi
untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia adalah adanya perubahan
yang terjadi baik di lingkungan organisasi maupun di luar organisasi.
Dalam pengembangan, pegawai itu dikembangkan agar lebih sesuai dengan
pekerjaan dan organisasi. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2000:68) dalam bukunya
“manajemen sumber daya manusia” adalah sebagai berikut :
Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis,
teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan
pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan pelatiham”:.
Searah dengan pendapat di atas, Andrew F. Sikula (2000:69) mengemukakan
bahwa :
“Pengembangan mengacu pada maslah staf dan personel adalah suatu
proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang
sistematis dan terorganisir dengan mana manajer belajar pengetahuan
konseptual dan teoritis untuk tujuan umum”.
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Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan
suatu usaha yang bersifat teknis, teoritis, konseptual, dan moral dan dijalankan
berdasarkan prosedur yang sistematis dan terorganisir.
Selanjutnya Henry Simamora (2001:143) menjelaskan tentang
pengembangan sebagai berikut :
“pengembangan adalah penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab
yang berbeda atau lebih tinggi dalam organisasi. Pengembangan biasanya
berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik”.
Menurut S. Pamuji (1985:57) mengemukakan pengertian pengembangan yaitu
:
“pengembangan adalah merupakan pembaharuan yaitu melakukan usaha-
usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dan cocok dengn
kebutuhan menjadi lebih baik dan bermanfaat”
Dan menurut A.W Widya (1986:193) mengemukakan bahwa :
“pengembangan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup
aturan-aturan. Pengertian di awali dengan mendirikan, menumbuhkan,
memelihara pertumbuhan tersebut disertai usaha-usaha perbaikan,
penyempurnaan dan akhirnya mengembangkannya”.
Sebagian besar pengembangan merupakan pengembangan diri sendiri sambil
belajar dalam pekerjaan, program pengembangan ini memerlukan biaya rendah
tetapi dengan adanya perkembangan tehnology yang pesat maka kemajuan
pegawai dan organisasi akan lambat.
Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan
bahwa pengembangan adalah kegiatan merubah keadaan tertentu sehingga
diharapkan dapat lebih berkembang melalui proses atau usaha memantapkan jalur-
jalur perencanaan, pengaturan, pengorganisasian bahkan pembinaan dengan
maksud untuk menjadi lebih baik dari keadaan sebelumn
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2.Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan SDM pada dasarnya merupakan kegiatan terpadu yang
dilakukan manajemen dalam rangka meningkatkan nilai tambah pegawai guna
meningkatkan produktivitas organisasi dan sekaligus dalam rangka mempersiapkan
pegawai untuk melaksanakan tugas pada jenjang yang lebih tinggi. Menurut
Wahyudi (1996:15) bahwa:
“Kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup pengembangan sumber daya
manusia (development of personnel) ini bertujuan untuk meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang telah dimiliki,
sehingga tidak akan tertinggal oleh perkembangan organisasi serta ilmu
pengetahuan dan teknologi”.
Pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi adalah upaya
peningkatan kemampuan pegawai yang dalam penelitian ini dilakukan melalui
pendidikan dan pelatihan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien
dan efektif.
Pengembangan SDM dirasakan sangat mendesak , karena  sumber daya
manusia merupakan sumber daya terpenting yang dimiliki oleh suatu organisasi.
Salah satu implikaksinya ialah bahwa investasi terpenting yang mungkin dilakukan
oleh suatu organisasi adalah dibidang SDM.
Emil Salim (1996 : 25) memberikan pengertian bahwa
“Sumber Daya Manusia adalah kekuatan daya pikir dan berkarya
manusia yang perlu dibina dan digali serta dikembangkan untuk
dimanfaatkan sebaik-baiknya.”
Berdasarkan pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa sumber daya
manusia merupakan kekuatan dan kemampuan yang terdapat pada manusia yang
dapat diberikan terhadap  usaha kerja yang menghasilkan sesuatu, baik untuk
dirinya sendiri, organisasi maupun untuk kepentingan masyarakat luas.
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Menurut Prasetya Irawan, dkk(1993:8) memberikan pengertian
pengembangan sumber daya manusia adalah:
“Mempunyai cakupan makna yang luas, namun secara umum
pengembangan sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu
proses merekayasa prilaku kerja pegawai sedemikian rupa, sehingga
pegawai dapat mewujudkan kinerja yang optimal”.
Selanjutnya menurut Awaloedin menyebutkan bahwa :
“pengembangan sumber daya manusia dalam arti luas adalah :
seluruh proses pembinaan untuk meningkatkan kualitas serata taraf
hidup manusia dari suatu Negara, sedangkan dalam arti sempit
pengembangan sumber daya manusia adalah peningkatan
pendidikan dan pelatihan atau usaha menambah pengetahuan dan
ketrampilan sebagai proses yang tanpa akhir terutama
pengembangan itu sendiri. http://opayat.multiply.com/journal/item/57.
Berdasarkan definisi diatasmaka dapat di simpulkan bahwa dengan
pengembangan sumber daya manusia maka akan meningkatkan kinerja pegawai
sebagaimana tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan
potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia sebagai upaya meningkatkan
profesionalisme.
Nadler (2005:13) mengatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia
sebagai pengalaman yang diorganisir pada periode waktu tertentu untuk
menentukan kemungkinan perubahan kinerja, atau secara umum meningkatkan
kemampuan individu.Pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan
peningkatan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap individu yang
diwujudkan dalam bentuk kinerja. Di sisi lain Louis Emmerdji (2005:14),
merumuskan pengembangan sumber daya manusia merupakan : (1) kreasi sumber
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daya manusia, (2) pengembangan (3) menyusun struktur (upah) sesuai peluang
kerja yang ada.
Menurut Papayungan (dalam Alfia dkk, 1998:4-5) untuk memformulasikan
pengembangan sumber daya manusia, maka sangatlah penting mengadakan
terlebih dahulu evaluasi sistematis terhadap masalah dan kebutuhan-kebutuhan
sumber daya manusia.
Soekidjo Notoatmodjo (2003:3-4) menyimpulkan pengertian
pengembangan sumber daya manusia sebagai berikut :
“pengembangan sumber daya manusia (human resources
development) secara makro adalah suatu proses peningkatan
kualitas dan kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu
tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan ini mencakup
perencanaan pengembangan dan pengeloalaan sumber daya
manusia. Pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah
suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengloalaan
tenaga kerja atau pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal”.
Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengembangan
sumber daya manusia adalah usaha atau proses yang dilakukan oleh organisasi
untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan para pegawainya
agar dapat meningkatkan kinerjanya. Pada dasarnya alasan untuk melakukan
pengembangan sumber daya manusia adalah :
1. Pengetahuan pegawai yang perlu pemuktahiran.
2. Dalam masyarakat selalu terjadi perubahan, karena perkembangan
ilmu pengetahuan dan tehnology serta pergeseran nilai-nilai sosoal
budaya.
3. Persamaan hak memperoleh pekerjaan.
4. Kemungkinan adanya perpindahan pegawai.
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3.Pentingnya Pengembangan Sumber daya manusia
Mengenai arti pentingnya pengembangan sumber daya manusia
Heidjrachman dan Husnan (1993) mengemukakan bahwa sesudah karyawan
diperoleh, sudah selayaknya kalau mereka dikembangkan.Pengembangan dilakukan
untuk meningkatkan ketrampilan melalui latihan (training), yang diperlukan untuk
dapat menjalankan tugas dengan baik.Kegiatan ini makin menjadi penting karena
berkembangnya teknologi dan makin kompleksnya tugas-tugas pimpinan.
Hingga hasil temuan dari taylorsebagai bapak Scientific management, orang
masih beranggapan bahwa pengembangan pegawai bukanlah tugas dari para
pimpinan. Pendapat yang demikian itu, dalam praktek dewasa ini masih dianut oleh
segolongan pemimpin terlebih-lebih mereka yang belum menyadari beberapa
peranan pengembangan pegawai itu sebagai salah satu cara terbaik untuk
merealisir tujuan organisasi yang di pimpinnya.
Prasetya Irawan dkk (1997:91) memberikan pengertian pengembangan
pegawai adalah: “mempunyai cakupan makna yang sangat luas, namun
secara umum pengembangan pegawai dapat didefenisikan sebagai suatu
proses merekayasa perilaku kerja pegawai sedemikian rupa, sehingga
pegawai dapat menunjukkan kinerja yang optimal”
Sebagai kata kunci pengembangan pegawai adalah rekayasa perilaku
(behavior enggenering) dari pegawai yang artinya rekayasa perilaku mengandung
makna tersirat bahwa perilaku sesungguhnya dapat diubah dan diperbaiki dari
keadaan yang baik dan kepada yang lebih baik, namun perlu diperhatikan bahwa
perekayasaan perilaku ini harus dilaksanakan secara sadar, baik oleh organisasi
maupun oleh pegawai yang bersangkutan. Proses secara sadar bahwa
pengembangan pegawai harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi yang sistematik demi mencapai tujuan pengembangan itu sendiri.
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SedangkanAwaloedin (1993:94) menyebutkan bahwa :
“pengembangan SDM dalam arti luas adalah seluruh proses pembinaan
untuk meningkatkan kualitas serta taraf hidup manusia dari suatu Negara,
sedangkan dalam arti sempit pengembangan SDM adalah peningkatan diklat
atau usaha menambah pengetahuan dan keterampilan sebagai proses yang
tanpa akhir, terutama pengembangan itu sendiri”
Tuntutan kuat mengenai pentingnya pengembangan sumber daya manusia
pada dasarnya timbul karena empat alasan utama yaitu:
a. Perlunya pemuktahiran pengetahuan karyawan
b. Perubahan keadaan sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta pergeseran nilai budaya.
c. Persamaan hak memperoleh pekerjaan dan meraih prestasi.
d. Kemungkinan perpindahan pegawai sehingga jabatan-jabatan yang
lowongan perlu diisi.
S.P.Siagian (1995:191) menyebutkan manfaat dari pengembangan SDM yaitu:
1. meningkatkan produktivitas kerja perusahaan
2. terwujudnya hubungan kerja yang serasi antara SDM
3. mempercepat pengambilan keputusan yang tepat
4. meningkatkan semangat dan kegairahan kerja
5. pimpinan akan terdorong untuk menggunakan
6. komunikasi akan berjalan lebih efektif
7. meningkatkan rasa kelompok dan suasana kekeluargaan dalam organisasi.
Tujuan pengembangan sumber daya manusia menurut Martoyo(1992)
adalah dapat ditingkatkannya kemampuan, ketrampilan dan sikap karyawan/anggota
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organisasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran
program ataupun tujuan organisasi.
Menurut Manullang (1998:43-44) tujuan pengembangan sumber daya
manusia adalah :
a. mengenalkan seorang pegawai baru dengan organisasi, kebijakan-
kebijakan dengan prosedur melalui suatu program induksi.
b. Mengisi keperluan-keperluan akan tenaga kerja dengan memakai
penarikan tenaga kerja intern maupun ekstern.
c. Meningkatkan kemampuan dan pegawai dalam posisinya sekrang.
Sedangkan manfaat dan tujuan dari kegiatan pengembangan sumber daya
manusia menurut Schuler (1992), yaitu :
a. Mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk, dalam hal ini
kegiatan pengembangan akan meningkatkan kinerja pegawai saat ini,
yang rasanya kurang dapat bekerja secara efektif dan ditujukan untuk
dapat mencapai efektifitas kerja sebagaimana yang di harapakan oleh
organisasi.
b. Meningkatkan Produktivitas, dengan mengikuti kegiatan
pengembangan berarti pegawai juga memperoleh tambahan
ketrampilan dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pelaksanaan
pekerjaan mereka. Dengan demikian diharapkan juga secara tidak
langsung meningkatkan produktivitas kerjanya.
c. Meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja, dengan semakin
banyaknya ketrampilan yang dimiliki pegawai, maka akan lebih
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fleksibel dan mudah untuk menyesuaikan diri dengan kemungkinan
adanya perubahan yang terjadi dilingkungan organiusasi. Misalnya bila
organisasi memerlukan pegawai dengan kualifikasi tertentu, maka
organisasi tidak perlu lagi menambah pegawai yang baru, oleh karena
pegawai yang dimiliki sudah cukup memenuhi syarat untuk pekerjaan
tersebut.
d. Meningkatkan komitmen karyawan, dengan melalui kegiatan
pengembangan, pegawai diharapkan akan memiliki persepsi yang baik
tentang organisasi yang secara tidak langsung akan meningkatkan
komitmen kerja pegawai serta dapat memotivasi untuk menampilkan
kinerja yang baik.
e. Mengurangi turn over dan absensi, bahwa dengan semakin besarnya
komitmen pegawai terhadap organisasi akan memberikan dampak
terhadap adanya pengurangan tingkat turn dan absensi. Dengan
demikian juga berarti meningkatkan produktivitas organisasi.
http:/opayat.multiply.com/journal/item/57.
Jika disimak dari pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan
pengembangan pegawai/karyawan, pada umumnya adalah untuk meningkatkan
produktivitas kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan
efisien.
Menurut Sentanco Kartonegoro (1985 :  6) efisiensi adalah :
“Kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan benar, disini terdapat
konsepsi input output dalam arti bahwa efisiensi diukur dengan besarnya
penggunaan input (tenaga, bahan, dan waktu ) dalam mencapai output.”
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Jelas efisien adalah nilai hasil lebih besar daripada nilai pengorbanan atau
sumber yang digunakan. Artinya bahwa efisiensi adalah perbandingan yang terbaik
antara input dan output, antara keuntungan dengan biaya, (antara hasil pelaksanaan
dengan sumber-sumber yang dipergunakan) , seperti halnya juga hasil maksimum
yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Oleh karena itu
pengetahuan pegawai harus diperbaiki dan dikembangkan karena pengetahuan itu
mempengaruhi pelaksanaan tugas. Seseorang pegawai yang kurang memiliki
pengetahuan yang cukup tenang bidang tugasnya, maka akan bekerja tersendat-
sendat, pemborosan, baik waktu maupun faktor produksi lainnya.
Sedangkan efektivitas dikemukakan oleh The Liang Gie (1986 : 36) adalah :
“Efektivitas mengandung arti terjadinya suatu efek/akibat yang
dikehendaki.Jadi perbuatan seseorang yang dikehendaki.yang efektif ialah
perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki orang
itu.”
Efektifitas kerja sangat didambakan oleh setiap orang maupun organisasi
sebab efektifitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan berdasarkan tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan dan sesuai dengan rencana kerja.Kesesuaian rencana dengan
tujuan tersebut dapat diketahui dengan memanfaatkan pengeluaran tertentu,
sehingga mampu memberikan gambaran kemajuan dari pekerjaan yang
dilakukan.Efektifitas kerja ini disebut dengan doing the right things yaitu melakukan
pekerjaan yang benar dan tepat.Dengan demikian suatu keadaan yang mengandung
pengertian terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki itulah efektifitas.
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B. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Prinsip pengembangan adalah peningkatan kualitas dan kemampuan bekerja
pegawai.Dalam program pengembangan harus dituangkan sasaran, kebijaksanaan,
anggaran, peserta, kurikulum dan waktu pelaksanaannya.Program pengembangan
harus berprinsipkan pada peningkatan efektivitas dan efesiensi kerja masing-masing
pegawai pada jabatannya.Program pengembangan suatu organisasi hendaknya
diinformasikan secara terbuka kepada semua pegawai atau anggota supaya mereka
mempersiapkan dirinya masing-masing.
Pelaksanaan pengembangan harus didasarkan pada metode-metode yang
telah ditetapkan dalam program pengembangan organisasi. Sasaran
pengembangan sumber daya manusia adalah :
1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tekhnis mengerjakan pekerjaan.
2. Meningkatkan keahlian dan kecakapan memimpin serta mengambil
keputusan.
Jenis pengembangan dikelompokkan atas :
1. Pengembangan secara informal yaitu pengembangan pegawai atas
keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan
mempelajari buku-buku literature yang ada hubungannya dengan pekerjaan
atau jabatannya.
2. Pengembangan secara formal yaitu pengembangan pegawai yang
ditugaskan organisasi untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan, baik yang
dilakukan organisasi maupun yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan
atau pendidikan.
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Dengan demikian pengembangan sumber daya manusia diberikan kepada
semua pegawai dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan
kemampuannya untuk memenuhi suatu persyaratan yang telah ditentukan dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya baik persyaratan untuk diangkat dalam
pangkat maupun pengangkatan dalam suatu jabatan.
Telah dijelaskan bahwa pengembangan adalah suatu proses tindakan
perbaikan sikap dan prilaku karyawan atau pegawai dalam melaksanakan pekerjaan
baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang, berarti proses
pelaksanaan pengembangan dapat dilakukan dengan dua cara : yaitu
pengembangan pada saat penerimaan atau perekrutan pegawai atau tenaga kerja
dan pengembangan yang berlangsung pada pegawai atau karyawan lama.
Proses pelaksanaan pengembangan yang berlangsung pada saat perekrutan
pegawai yang dimaksudkan untuk memenuhi beberapa kebutuhan perusahaan,
misalnya volume kerja yang semakin besar, mengejar target produksi ataukah
kebijakan pemerintah dalam masalah lapangan kerja, sedangkan
prosespelaksanaan pengembangan yang berlangsungbagi pegawai lama
dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produktivitas kerja pegawai dengan cara
bagaimana pegawai dapat bekerja secara optimal dengan indikasi ukuran output
(keluaran) di atas dari pada input (masukan).
Proses pelaksanaan pengembangan pada prinsipnya adalah suatu proses
tindakan perbaikan terhadap pegawai atas apa yang telah diperoleh untuk menjadi
yang lebih baik agar apa yang menjadi tujuan organisasi dapat diwujudkan. Hal ini
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sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Handoko (1989:123) yang mengatakan
bahwa :
“proses pengembangan sumber daya manusia sebagai suatu tindakan
yang mengarah kepada suatu bentuk perbaikan yang lebih baik dari
apa yang telah ada tentang sikap dan perubahan perilaku pegawai
serta tingkat pemahaman dan kemampuan menuju tercapainya tujuan
organisasi yang secara berdaya guna dan berhasil guna”
Pengertian ini mengajak kepada manajemen atau pihak yang berwenang
dalam sebuah organisasi untuk mempersiapkan tenaga-tenaga kerja yang
berkualitas untuk jangka waktu sekarang dan masa yang akan datang dengan
maksud organisasi atau perusahaan selalu siap dalam hal penyediaan tenaga-
tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan perubahan kerja yang setiap hari
semakin menumbuhkan orang-orang yang tahu dan mengerti tantangan pekerjaan
itu.
Dalam proses pelaksanaan pengembangan (baik itu perekrutan dan pegawai
lama), maka perlu dibuat suatu perencanaan, karena dengan perencanaan paling
tidak ada empat hal yang dapat di hasilkan, (1) perusahaan akan menyediakan
tenaga kerja berkualitas untuk masa sekarang, (2) perusahaan akan dapat
meramalkan atau memperkirakan besarnya kualitas sumber daya manusia yang
tersedia, (3) perusahaan akan dapat membuat rencana apakah perlu tenaga kerja
ditambah ataukah tidak, (4) serta perusahaan tidak terlalu sulit dalam melakuakn
pengawasan, karena pegawai yang telah menjalani proses pengembangan sudah
dapat dijamin kualitas kerjanya.
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Hal ini sesuai pendapat T.Hani Handoko (1994 : 31) bahwa :
“Perencanaan SDM dimaksudkan untuk mengestimasi secara sistematik permintaan
atau kebutuhan tenaga kerja dan penawaran (supply) tenaga kerja organisasi masa
yang akan datang.Melalui perencanaan SDM ini diharapkan tersedianya tenaga
kerja yng lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.”
Dari Pengertian diatas menunjukkan perencanaan SDM sangat penting
dilakukan, agar organisasi mempunyai tenaga kerja yang cukup dan tepat guna
memenuhi kebutuhan organisasi masa yang akan datang. Oleh karena itu harus
memperhitungkan factor-faktor yang berpengaruh terhadap organisasi yang
bersangkutan, baik faktor intern maupun factor ekstern. Maka dari itu  perencanaan
harus benar-benar cermat dan mantap. Perencanaan pengembangan SDM (Human
Resources Development) merupakan salah satu bagian dari perencanaan dalam
fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia.
Setelah melihat pengertian tentang perencanaan SDM yang terpadu yaitu :
a. Kegiatan untuk menyediakan SDM seperti rekruitmen, seleksi, dan
penempatan
b. Perkiraan permintaan dan penawaran SDM dimasa yang akan datang,
seperti mutasi, promosi, pensiun, pengunduran diri dan pemecatan.
c. Rencana untuk memperbesar SDM yang Kualified seperti kajian kebutuhan
diklat, dan pembangunan.
d. Pengawasan dan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik seperti penilaian
prestasi kerja.
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Berangkat dari pentingnya suatu perencanaan pengembangan sumber daya
manusia dimaksudkan diatas, berarti proses pelaksanaan pengembangan sumber
daya manusia dengan mudah dapat terlaksana, karena pengembangan pada saat
perekrutan karyawan dapat ditetapkan mekanisme seleksi sesuai kebutuhan
organisasi berisikan metode seleksi, materi seleksi, jumlah karyawan, jabatan yang
akan diduduki karyawan baru. Kemudian pengembangan pada karyawan lama dapat
ditetapkan mekanisme pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai posisi posisi atau
jabatan masing-masing karyawan berisikan bentuk diklat, materi diklat, penilaian
hasil diklat, promosi jabatan dan kenaikan pangkat serta produktivitas kerja.
Tindakan utama yang harus dilakukan sebelum menyusun suatu
perencanaan pengembangan sumber daya manusia pada saat perekrutan karyawan
adalah analisa jabatan (job analysis) yang merupakan suatu proses penelitian
terhadap pekerjaan untuk mengetahui uraian pekerjaan dan syarat-syarat yang
harus dipenuhi seorang karyawan untuk menduduki jabatan tersebut.
Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Susilo Martoyo(1994 :
15), bahwa :
“Pada dasarnya analisa jabatan atau job analysis merupakan suatu
proses untuk membuat uraian pekerjaan sedemikian rupa sehingga
dari uraian tersebut dapat diperoleh keterangan-keterangan yang
perlu untuk dapat menilai jabatan itu guna suatu keperluan”.
Selanjutnya menurut Soeparmo (2001 : 69) mengemukakan bahwa untuk
melaksanakan pengembangan SDM dilakukan berdasarkan hasil penyusunan
analisa jabatan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Mengadakan seleksi tenaga kerja/pegawai guna memenuhi kebutuhan
tenaga kerja/pegawai yang ada ;
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2. Mengadakan identifikasi kemampuan, keterampilan, potensi pegawai yang
telah ada dengan mengarah alat ukur yaitu sistem penilaian pegawai,
sehingga dapat diketahui : pertama, seberapa jauh penempatan pegawai
sesuia dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, kedua, seberapa
jauh pegawai dapat dikembangkan.
Beberapa kegiatan organisasi akan berjalan lebih baik hasilnya apabila
berlandaskan atau berpedoman pada analisa jabatan. Menurut Nitisemito (1992 :
47 ), analisis jabatan bermanfaat untuk hal-hal :
1. Sebagai Landasan untuk melaksanakan mutasi
2. Sebagai landasan untuk melaksanakan promosi
3. Sebagai landasan untuk melaksanakan training/pelatihan
4. Sebagai landasan untuk melaksanakan kompensasi
5. Sebagai Landasan untuk melaksanakan syarat lingkungan kerja
6. Sebagai landasan untuk pemenuhan kebutuhan peralatan.
Menurut jenisnya analisis jabatan terdiri atas :
a. Job analysis for personal specification, bertujuan untuk menentukan ayarat
mental yang dibutuhkan dari seseorang untuk berhasil dalam jabatan
tertentu.
b. Job analysis for training purpose, bertujuan untuk menentukan langkah-
langkah yang akan ditempuh dalam mengajarkan sesuatu pekerjaan kepada
tenaga kerja yang baru.
c. Job analysisi for setting rates, bertujuan untuk menetukan nilai dari masing-
masing jabatan sehingga dapat ditentukan upah masing-masing secara jelas.
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d. Job analysis for method introvement, bertujuan untuk mempermudah cara
bekerja tenaga kerja pada suatu jabatan tertentu.
Menurut manullang (1990:27) bahwa :
“Analisa jabatan adalah penentuan sifat dan keadaan sesuatu
pekerjaan dan penentuan sifat dan kecakapan orang yang perlu
untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang baik”.
Pengertian ini mengandung banyak makna, bahwa dengan di lakukannya
terlebih dahulu analisa jabatan, perusahaan akan memperoleh informasi sifat
pekerjaan dan tipe orang yang akan menduduki suatu jabatan, sehingga Analisa
jabatan ini berorientasi pada deskripsi jabatan (uraian jabatan) dan spesifikasi
jabatan ( syarat-syarat kualitas karyawan).
Sementara tindakan utama yang harus dilakukan sebelum menyusun
perencanaan pengembangan bagi karyawan lama adalah evaluasi jabatan, yaitu
proses untuk melihat apakah karyawan yang ada sekarang ini sudah tepat dan
menunjukkan prestasi kerja yang baik dengan memperhatikan tiga hal, yaitu
pengetahuan, kesejahteraan dan keterampilan serta motivasi kerja guna
memudahkan pelaksanaan diklat yang akan dilaksanakan. Tindakan-tindakan yang
dilakukan, baik dalam perekrutan karyawan baru maupun pengembangan bagi
karyawan lama sebagai loncatan berfikir dalam menentukan cara-cara atau metode
yang tepat harus dilaksanakan, sehingga pelaksanaan proses pengembangan tepat,
baik dari segi mater maupun dari segi metode.
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C.KONSEP PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)
Dalam pelaksanaannya, menurut teori yang dikemukakan oleh Musanef
dalam “manajemen kepegawaian” (1996:253) bahwa perlu dirancang secara cermat,
suatu bentuk pengembangan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan
melalui pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), mutasi dan promosi.Namun, dalam
penyusunan ini penulis hanya mengkonsentrasikan pada pengembangan sumber
daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) pada Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan.
Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya pengembangan sumber daya
manusia terutama pengembangan aspek kemampuan intelektual dan
kepribadian.Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam
pengembangan pegawai/karyawan diperlukan program pendidikan dan latihan yang
sesuai dengan analisa jabatan agar karyawan mengetahui tujuan pendidikan dan
pelatihan yang dijalankannya.
Menurut Soekidjo Notoadmodjo (1992:27) bahwa :
“Pendidikan (formal) didalam suatu organisasi adalah suatu proses
pengembangan kemampuan  kea rah yang diinginkan oleh
organisasi bersangkutan, sedangkan pelatihan adalah merupakan
bagian dari suatu proses pendidikan yang tujuannya untuk
meningkatkan kemampuan dan keterampilan khusus seseorang atau
sekelompok orang”
Pengertian disini terlihat bahwa, pendidikan dan pelatihan merupakan suatu
proses pengembangan, namun pendidikan lebih cenderung bersifat umum,
sedangkan pelatihan bersifat khusus, seperti keahlian dan keterampilan, sehingga
antara pendidikan dan pelatihan tidak dapat dipisahkan dalam suatu organisasi atau
perusahaan.
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Kemudian menurut Martoyo Susilo (1999:341) sebagai berikut :
“Pendidikan adalah proses pemberian tambahan pengetahuan yang
dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi terhadap karyawan
atau pegawainya, sedangkan pelatihan adalah proses pendidikan
yang diarahkan kepada keterampilan dan keahlian karyawan atau
pegawai sesuai dengan jabatan atau pekerjaan yang diemban
karyawan atau pegawai tersebut”.
Pengertian yang dikemukakan oleh Martoyo Susilo mencerminkan, bahwa
pendidikan lebih bersifat global, artinya semua karyawan atau pegawai mutlak
memperolehnya dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam atas
pekerjaan yang di embannya, sedangkan pelatihan adalah pendidikan yang bersifat
khusus, artinya pelatihan lebih dikhususkan pada karyawan operasional dalam
rangka meningkatkan pekerjaan yang menjadi fungsi rutin dan berkesinambunga,
sehingga hasilnya dapat berdaya guna dan berhasil guna.
Pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan daru pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Lebih
lanjut Martoyo Susilo berpendapat mengenai pendidikan dan pelatihan yaitu :
“Pendidikan pada dasarnya adalah suatu proses pengembangan
sumber daya manusia yang lebih bersifat teoritis, sedangkan latihan
dimaksudkan untuk memperbaiki keterampilan dan teknik
pelaksanaan kerja tertentu pada waktu yang relative
singkat(pendek)”.
Handoko (1996) menuliskan bahwa pengertian latihan (training) dan
pengembangan adalah berbeda.Latihan (training) dimaksudkan untuk memperbaiki
penugasan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan
rutin.Latihan menyiapkan para pegawai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan
sekarang. Di lain pihak, bila manajemen ingin menyiapkan para pegawai untuk
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memegang tanggung jawab pekerjaan di waktu yang akan datang, kegiatan ini
disebut pengembangan sumber daya manusia.
http://opayat.multiply.com/journal/item/57
Menurut Syuhadak (1995:124) bahwa pendidikan dan pelatihan adalah :
“Suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi untuk memperbaiki mutu,
pengembangan sikap, tingkah laku, keterampilan pegawai sesuai dengan
persyaratan yang terdapat pada organisasi tersebut”.
Simanjuntak mengemukakan bahwa :
“Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu factor penting dalam
pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan tidak saja
menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan
bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas
kerja”.http://opayat.multiply.com/journal/item/57
Perbedaan antara latihan dan pendidikan dilkemukakan dengan baik sekali
oleh J.C. Denyer dalam bukunya Moekijat (1991:7) yaitu pendidikan berhubungan
dengan mengetahui “bagaimana?” dan “Mengapa?” dan lebih banyak berhubungan
dengan teori pekerjaan, sedangkan latihan adalah lebih banyak bersifat praktis.
Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan
sumber daya manusia terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan
kepribadian manusia.Penggunaan istilah pendidikan dan pelatihan dalam suatu
institusi atau organisasi biasanya disatukan menjadi diklat (pendidikan dan
pelatihan). Unit yang menangani diklat pegawai biasanya disebut Pusdiklat ( pusat
pendidikan dan pelatihan ).
Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa pendidikan lebih berorientasi teoritis dan lebih banyak ditujukan
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terhadap usaha pembinaan mental dan kepribadian, sedangkan latihan lebih
berorientasi pada praktek dan lebih banyak ditujukan pada kecakapan dan
keterampilan menggunakan anggota badan atau alat kerja.
Pendidikan dan pelatihan dipandang sebagai salah satu bentuk
investasi.Oleh karena itu bagi setiap organisasi atau perusahaan yang berkembang,
maka pendidikan dan pelatihan bagi pegawainya harus memperoleh perhatian yang
besar karena dengan meningkatnya kemampuan atau keterampilan para pegawai
dapat meningkatkan kinerja para pegawai.
Pentingnya program pendidikan dan pelatihan antara lain sebagai berikut :
a. Sumber daya manusia atau pegawai yang menduduki suatu jabatan tertentu
dalam organisasi, belum tentu mempunyai kemampuan yang sesuai dengan
persyaratan yang diperlukan dalam jabatan tersebut. Oleh sebab itu pegawai
baru ini perlu penambahan kemampuan yang mereka perlukan.
b. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi,jelas akan
mempengaruhi suatu organisasi/perusahaan/instansi. Oleh karena itu
jabatan-jabatan yang dulu belum diperlukan, sekarang diperlukan. Sehingga
diperlukan penambahan atau peningkatan kemampuan yang diperlukan oleh
jabatan tersebut.
c. Di dalam masa pembangunan ini, organisasi atau instansi baik pemerintah
atau swasta merasa terpanggil untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan
bagi para pegawainya agar diperoleh efektivitas dan efisiensi kerja sesuai
dengan masa pembangunan.
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Pendidikan dan Pelatihan di pandang sebagai salah satu bentuk
investasi.Oleh karena itu bagi setiap organisasi atau instansi yang berkembang,
maka pendidikan dan pelatihan bagi pegawainya harus memperoleh perhatian yang
besar karena dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pegawai
dapat meningkatkan kinerja pegawai. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 101
tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai Negeri Sipil, DIKLAT
bertujuan :
a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat
melaksanakan tugas jabatan secara profesioanal dengan dilandasi
kepribadian dan etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi.
b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan
perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada
pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamikapola piker dalam melaksanakan
tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya
pemerintahan yang baik.
Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian pasal 31 ayat 1 merumuskan tujuan pendidikan dan pelatihan
jabatan antara lain :
a. Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan.
b. Menciptakan adanya pola piker yang sama.
c. Menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik.
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d. Membina karier pegawai negeri sipil.
Sasaran pendidikan dan pelatihan adalah terwujudnya pegawai negeri sipil
yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.
Diklat terdiri atas dua jenis prajabatan dan dalam jabatan (PP 101 Tahun 2000),
keterangan lebih lanjut tentang keduanya di sajikan pada bagian berikut :
1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (pre Service training)
Diklat prajabatan adalah suatu pelatihan yang diberikan kepada calon
pegawai negeri sipil, dengan tujuan agar ia dapat terampil melaksanakan
tugas yang dipercayakan kepadanya. Jenis diklat prajabatan adalah :
i. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I
ii. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II.
iii. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.
2. Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan (in service training)
Diklat dalam jabatan adalah suatu pelatihan yang bertujuan untuk
meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan.Diklat dalam jabatan
dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan pegawai yang meliputi
pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai agar dapat melaksanakan tugas-
tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
Pelaksanaan Diklat dalam jabatan dilakukan melalui :
a. Pendidikan dan Pelatihan Struktural.
Diklat Prajabatan adalah diklat yang dilaksanakan sebagai syarat
pengangkatan calon PNS.Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan
pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan,
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kepribadian, dan etika PNS. Diklat prajabatan terdiri atas : (1) Diklat
Prajabatn Golongan I untuk PNS Golongan I, (2) Diklat Prajabatan Golongan
II untuk PNS golongan II, (3) Diklat Golongan III untuk Menjadi PNS
golongan III.
b. Diklat Fungsional.
Yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
kompensasi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional
masing-masing.Jenis diklat ini adalah diklat fungsional tingkat keahlian dan
diklat fungsional tingkat keterampilan.
c. Diklat teknis.
Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompentensi
tehnis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pegawai.Jenis diklat ini
adalah diklat tehnik dasar, diklat tehnik lanjutan, diklat tehnis spesialis, diklat
tehnis manajemen sektoral, diklat tehnis manajemen nasional, diklat tehnis
manajemen internasional.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi adalah upaya
peningkatan kemampuan pegawai yang dalam penelitian ini dilakukan
melalui pendidikan dan pelatihan yang tidak saja menambah pengetahuan,
akan tetapi juga meningkatkan produktivitas kerja dalam rangka mencapai
tujuan organiassi secara efisien dan efektif.
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D. KERANGKA KONSEPTUAL
Untuk memudahkan dan menyamakan persepsi kita terhadap karya ilmiah
ini, maka dibawah ini penulis akan memberikan gambaran tentang kerangka
pemikiran dari karya ilmiah ini.
Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA PADA BKD
PROV SULSEL
PENDIDIKAN
DAN
PELATIHAN :
a. A. Diklat Struktural
B. Diklat Fungsionaldan
Tehnis
ASPEK-ASPEK YANG BERKAITAN :
Faktor Pendukung :
1. Kepemimpinan
2. Motivasi
3. Komitmen terhadap pekerjaan
Faktor Penghambat :
1. Prestasi kerja yang cenderung rendah
2. Kondisi kerja yang krang memadai
3. Komunikasi organisasi yang kurang
efektif
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi
kasus, yang digunakan untuk mengamati suatu fenomena tentang Pelaksanaan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
provinsi SULSEL, tanpa berniat membuat generalisasi temuan penelitian diluar
konteks penelitiannya sendiri dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian
ini bersikap deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan pengembangan SDM
Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi SULSEL yang menitikberatkan
pada pendalaman wawancara dan pengumpulan data-data sekunder.
Dengan digunakan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih
lengkap, lebih mendalam , kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat
dicapai.(Sugiyono 2007:181).
B. Lokasi Penelitian
Peneltian ini dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi
Sulawesi Selatan.Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa
Badan Kepegawaian daerah (BKD) merupakan instansi pemerintah yang
mempunyai wewenang dan tugas dalam proses pelaksanaan pengembangan
Sumber Daya Manusia khusunya pegawai Negeri Sipil dalam hal ini melalui
pendidikan dan Pelatihan aparatur.
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C. Tipe dan Dasar Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif yaitu untuk
memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti,
mengidentifikasi dan menjelaskan data secara sistematis. Tipe deskriptif didasarkan
pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat peneliti  melakukan penelitian
kemudian menganalisanya dan membandingkan dengan kenyataan yang ada
dengan teori, dan kemudian menarik kesimpulan.
D. Unit Analisis Penelitian
Unit analisis pada penelitian ini yaitu individu, dalam hal ini adalah Pegawai.
Dengan pertimbangan bahwa dengan pendekatan individu akan lebih mudah
mendapatkan data dan informasi secara mendalam dan akurat terkait dengan
Pelaksanaan Pengembangan Sumber daya manusia pada Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) provinsiSULSEL.
E. Narasumber atau Informan
Narasumber atau informan merupakan orang-orang yang berpotensi untuk
memberikan informasi tentang bagaimana pelaksanaan Pengembangan Sumber
daya manusia pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel.
Informan dalam penelitian yang berhubungan dengan pengembangan SDM
pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi SULSEL adalah :
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Kepala Bidang Diklat/Fungsional.
4. Kepala Bidang Diklat Struktural, Pemerintahan dan pembangunan
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5. pegawai.
F. Jenis Dan Sumber Data
Data hasil penelitian Pengembangan SDM dalam meningkatkan
Produktivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi
SULSEL melalui beberapa sumber data sebagai berikut :
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang
diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap sangat berpotensi
dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan
dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau perusahaan
dengan permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian
berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian
terutama menyangkut masalah pelaksanaan pengembangan sumber daya
manusia dalam meningkatkan produktivitas.
G. Fokus Penelitian
Pada bagian ini, penulis akan memberikan uraian mengenai konsep-konsep
yang akan dianalisis agar tercipta kesamaan pesepsi atas konsep-konsep tersebut.
Upaya ini dilakukan memalui opersionalisasi definisi konsep-konsep yang dianalisis,
yaitu :
1. Pengembangan sumber daya manusia adalah usaha atau proses yang
dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan
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keterampilan para pegawainya agar dapat meningkatkan kinerjanya.
Indikatornya meliputi : (a) Pengembangan kemampuan atau kecakapan
pegawai negeri sipil. (b) Pengembangan keterampilan dalam
menyelsesaikan tugas-tugas kantor.
2. Pendidikan atau pelatihan (Diklat) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
suatu instansi untuk memperbaiki mutu, pengembangan sikap, tingkah laku,
keterampilan pegawai sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada
organisasi tersebut. Indikatornya meliputi : (a) Melatih kemampuan dan
kecakapan pegawai negeri sipil. (b) untuk memenuhi syarat kepangkatan
pegawai negeri sipil.
3. Faktor Pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukungnya
adalah Kepemimpinan, motivasi dan komitmen terhadap pekerjaan
merupakan salah satu aspek pendukung terlaksananya kegiatan pendidikan
dan pelatihan dalam suatu organisasi, indikatornya adalah : (a) untuk
menggerakkan dan mendorong pegawai dalam bekerja. (b) mendorong dan
menggerakkan pegawai untuk mengembangkan kemampuan.
Sedangkan Faktor penghambatnya adalah Prestasi yang cenderung rendah,
kondisi kerja yang kurang memadai, dan komunikasi organisasi yang kurang
efektif. Adapun indikatornya adalah : (a) Pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah khusunya BKD provinsi
Sulawesi Selatan. (b) Sarana dan prasarana yang mendung pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan.
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H.Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap
gejala-gejala yang diteliti.Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini
untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang
diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan
kenyataan yang terjadi di lapangan khususnya terhadap pelaksanaan
pengembangan SDM dalam meningkatkan produktivitas kera pegawai
padaBadan Kepegawaian Daerah (BKD) SULSEL.
b. Wawancara (interview)
Yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara lisan, dalam mana dua orang
atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain
dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya. Dalam interview
(wawancara) selalu melibatkan dua pihak yang berbeda fungsi yaitu seorang
Pengejar Informasi ( Information Hunter ) disebut pula interviewer dan
seorang atau lebih pemberi informasi ( Information Supplyer ) yang dikenal
pula sebagai Interview
I. Teknik Analisis Data
Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai
dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara
analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara
dari informan. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa
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tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan
antara lain :
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang
compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung kelapangan
untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber
data yang diharapkan.
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, trasformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip
data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap
sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian dilapangan
3. Uji confirmability, uji confirmability berarti menguji hasil penelitian. Bila
hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan,
maka penelitian tersebut telah memenuhi standard confirmability-nya.
4. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam
bentuk teks naratif, grafik jaringan, table dan bagan yang bertujuan
mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih
kemudian disajikan dalam table ataupun uraian penjelasan.
5. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution
drawing/ verification ), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi
yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. .
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BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
A. PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PROVINSI SULAWESI
SELATAN
Kedudukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan yang beralamat di Jln. Jend. Urip Sumohardjo kompleks gubernur adalah
salah satu unsur penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi. Badan Kepegawaian
Daerah sulawesi selatan yang selanjutnya di singkat BKD adalah perangkat Daerah
yang di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang kedudukannya di bawah dan
bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2009
Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Mempunyai Tugas Pokok ”Melaksanakan Penyusunan
dan pelaksanaan Kebijakan di bidang Kepegawaiaan daerah”
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan Mempunyai Fungsi :
1. Perumusan kebijakan tehnis di bidang Kepegawaian Daerah Propinsi
Sulawesi Selatan.
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2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah di Bidang
Kepegawaiaan Daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan Tugas di bidang kepegawaian daerah.
B. STRUKTUR ORGANISASI
Hingga saat ini , struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah telah
mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan tuntutan layanan yang harus
diberikan oleh pemerintah. Merujuk pada peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan
Struktural Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, fungsi-
fungsi Badan Kepegawaian Didepartementasiakan ke dalam satuan organisasi
sebagai berikut :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Formasi dan Informasi Pegawai
a. Sub Bidang Formasi PNS
b. Sub Bidang Data Informasi PNS
4. Bidang Kinerja dan Pengembangan Karier
a. Sub Bidang Pengembangan Karier
b. Sub Bidang Kinerja dan Disiplin Pegawai
5. Bidang Kesejahteraan Pegawaian
a. Sub Bidang Analisis Gaji, Tunjangan, Kesehatan dan cuti pegawai
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b. Sub Bidang Penghargaan, Tanda Jasa dan Pensiun Pegawai
6. Bidang Mutasi
a. Sub Bidang Pengelolaan Mutasi Jabatan dan Pemindahan Pegawai
b. Sub Bidang Kenaikan Pangkat
C. PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROPINSI SULAWESI SELATAN.
1. Bdan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Propinsi Sulawesi Selatan
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyususnan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan.
2. Uyntuk melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
latihan Propinsi Sulawesi selatan menyelengagarakan tugas :
a. Perumusan kebijakan tehnis di bidang kepegawaian, Pendidikan dan
latihan Provinsi Sulawesi Selatan.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
bidang kepegawaian, Pendidikan dan Latihan.
c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Kepegawaian Daerah.
D. SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
LATIHAN
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan terdiri dari:
1. Kepala Badan
2. Sekretariat badan
3. Bidang Formasi dan Informasi Pegawai
4. Bidang kesejahteraan Pegawai
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5. Bidang Mutasi
6. Bidang kinerja dan Pengembangan SDM Aparatur
7. Bidang Diklat Teknis / Fungsional
8. Bidang Diklat Struktural, Pemerintahan dan Pengembangan
9. Kelompok Jabatan Fungsional
E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
1. KEPALA BADAN
a. Kepala Badan membantu Gubernur di bidang Kepegawaian Pendidikan
dan Latihan, pengembangan sumberdaya Aparatur menyusun rumusan
Kebijakan, mengkoordinasikan dan membina Kepegawaian Daerah serta
menyusun Rencana kegiatan Diklat dan Pengembangan Sumberdaya
Aparatur Tingkat Propinsi yang menjadi tanggung jawabnya.
b. Badan kepegawaian, pendidikan dan latihan menyelenggarakan Fungsi :
1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang
kepegawaian
2. Pengendalian dalam pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian
3. Perumusan dan penyiapan kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan
dan Latihan Manajemenpemerintahan, Diklat Tehnis, Diklat Struktur
dan Fungsional
4. Perumusan dan penyiapan Kebijakan pelaksanaan Diklat PNS dan
Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Provinsi,
kabupaten/kota lingkup sulawesi selatan
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5. Perumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan Pengkajian dan
pengembangan Program-Program kediklatan
6. Pembinaan bawahan di lingkungan badan
7. Pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan
8. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
9. Penyampaian konsep Rencana Kepegawaian Daerah kepada
Gubernur
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sektodr
11. Penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Tugas
kepada Gubernur
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur
2. SEKRETARIAT BADAN
a. Sekretariat Badan di pimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan pengeloalaan administrasi umum,
perlengkapan, kerumahtanggan, administrasi keuangan dan
kepegawaian dalam lingkup badan
b. Sekretaris Badan mempunyai fungsi :
1. Penyususnan rencana kegiatan skretariat badan
2. Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk
pelaksanaan kegiatan bawahan
3. Pengelolaan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan
kerumahtanggan
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4. Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan
program kegiatan badan
5. Pengelolaan administrasi keuangan dan penyususnan anggaran
6. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengusurusan pegawai
7. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadapa unit kerja terkait
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas sekretaris
badan
9. Penyempurnaan dan paraf naskaf dinas
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan piumpinan
Sekretariat Badan Terdiri dari :
i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
ii.    Sub Bagian Keuangan
iii.  Sub Bagian Program dan Pelaporan
I. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
a. Sub bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala
sub bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan,
mengelola administrasi ketatausahaan, perencanaan umum dan
administrasi kepegawaian
b. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
2. Pendistribusian Tugas-Tugas Tertentu dan pemberian petunjuk
pelaksanaan kegiatan bawahan
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3. Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi
kepegawaian
4. Pengelolaan administrasi Umum, surat[-surat masuk dan keluar
dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya
5. Penyelenggaraan urusan kerumahtanggan Badan dan rencana
kebutuhan perlengkapan Badan
6. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi terhadap unit kerja terkait
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas
8. Penyempurnaan dan paraf naskah dinas
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
II. SUB BAGIAN KEUANGAN
a. Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian yang
mempunyai tugas pokok mengelola administrasi keuangan,
menyususn dan melaksanakan laporan pertanggungjawaban
keuangan badan.
b. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
1. Penyusuanan rencana kegiatan kerja Sub Bagian Keuangan.
2. Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan kegiatan bawahan
3. Penyususnan dan pengujian rencana penggunaan anggaran
4. Pembenahan administrasi bendaharawan
5. Pelaksanaan Verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan
6. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait
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7. Penyempurnaan dan paraf naskah dinas
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
III. SUB BAGIAn PROGRAM DAN PELAPORAN
a. Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melakukan penyususnan
program badan dan penyiapan bahan pelaporan
b. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
1. Penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian Program dan
Pelaporan
2. Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan kegiatan bawahan.
3. Pengumpulan data dalam rangka penyusunan, pengelolaan,
penyajian data program bagian Tata Usaha.
4. Penyusunan dan pelaporan realisasi perhitungan anggaran
5. Penyiapan penyususnan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan (LAKIP) Badan.
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan
pertanggungjawaban Program danb Pelaporan.
7. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait
8. Penyempurnaan dan paraf naskah dinas.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
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3. BIDANG FORMASI DAN INFORMASI PEGAWAI
a. Bidang Formasi dan Informasi pegawai di pimpin oleh seorang kepala
Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan/data,
melaksanaakan koordinasi, pembinbaan, fasilitasi di bidang Formasi dan
Informasi Pegawai.
b. Bidang Formasi dan Informasi Pegawai Mempunyai fungsi :
1. Penyususnan program dan analisis data kebutuhan Formasi dan
Informasi PNS.
2. Pelaksanaan seleksi/pengadaan, penyelesaian usulan dan
keputusan, pengankatan sebagai CPNS
3. Pencatatan dan pemberian jawaban terhadap sanggahan yang
muncul akibatformasi dan informasi tentang kepegawaian.
4. Pelaksanaan penyiapan bahan analisa dan pemeliharaan data
secara elektronik
5. Pemuktahiran data dan informasi PNS
6. Penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi pegawai secara
manual dalam bentuk file pegawai
7. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengn instansi terkait.
8. Pendistribusian dan pemberian petungjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan
9. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan
bidang Formasi dan Informasi Pegawai.
10. Penyempurnaan dan paraf naskah dinas.
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Bidang Formasi dan Informasi Pegawai Terdiri dari :
i. Sub Bidang Formasi Pegawai Negeri Sipil
ii.    Sub Bidang Data Informasi Pegawai.
I. SUB BIDANG FORMASI PNS
a. Sub Bidang formasi PNS di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang mempunyai Tugas Pokok merumuskan dan menyusun
perencanaan formasi serta menyelenggarakan pengadaan/seleksi
pegawai
b. Sub Bidang formasi PBS mempunyai Tugas :
1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Formasi PNS
2. Pengumpulan, penyusunan dan analisa bahan/data Formasi PNS
3. Penyiapan bahan rumusan kebijakan rencana Formasi pegawai
4. Penyiapan bahan perumusan pengadaan, penyelenggaraan
penyaringan, penyelesaian usulan dan keputusan pengangkatan
sebagai CPNS
5. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi secara intern dan eksterm
6. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan klegiatan bawahan
II. SUB BIDANG DATA INFORMASI PEGAWAI
a. Sub Bidang Data Informasi pegawai dipimpin oleh seorang kepala
Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
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pengumpulan , penyiapan, penyususnan, pengelolaan/analisis
pemeliharaan dan pemuktahiran data informasi kepegawaian.
b. Sub Bidang data Informasi Pegawai mempunyai Fungsi :
1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Data Informasi
Pegawai
2. Pengumpulan, pengelolaan dan analisis bahan/data informasi
Kepegawaian
3. Pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan
Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
4. Pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui sistem
informasi Kepegawaian (SIMPEG)
5. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi secara intern dan ekstern.
6. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan
7. Penyusunan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas kepada
bawahan
8. Penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Data
Informasi Pegawai
4. BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI
a. Bidang Kesejahteraan Pegawai di pimpin oleh seorang kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan bahan
pengelolaan dan pembinaan Kesejahteraan Pegawai.
b. Kepala bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai Fungsi-Fungsi :
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1. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitas pemberian kesejahteraan
pegawai
2. Pelaksanaan penyiapan bahan analisis pengusulan dan
penyelesaian naskah kenaikan gaj berkala PNS
3. Pengelolaan dan pelaksanaan proses penerbitan kartu
pegawai(karpeg) kartu suami (karsu) kartu istri (karsi) kartu peserta
taspen dan kartu peserta askes pegawai.
4. Pengeloalaan administrasi pelaksanaan cuti dan izin pegawai dan
fasilitas pemberian tunjangan kesehatan pegawai
5. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis
penyelenggaraan kesejahteraan pegawai dan keluarganya
6. Penyusunan petunjuk teknis pemberian penghargaan dan tanda jasa
7. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis analisa dan usulan serta
penyelesaian naskah persetujuan perpanjangn pensiun PNS
8. Pelaksanaan koordinasi terhadap instansi terkait
Bidang kesejahteraan Pegawai terdiri dari :
i. Sub Bidang Pengelolaan Kesejateeraan Pegawai Negeri Sipil.
ii.    Sub Bidang Penghargaan, tanda jasa dan pensiunan Pegawai.
I. SUB BIDANG PENGELOLAAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
a. Sub Bidang Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas
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pokok pembinaan, fasilitas dan pengelolaan Analisa Gaji,
Tunjangan Kesejahteraan dan cuti Pegawai
b. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai Negeri
Sipil mempunyai fungsi :
1. Pengumpulan bahan pembinaan dan pengelolaan Analisa
Gaji. Tunjangan Kesejahteraan dan Cuti Pegawai.
2. Pelakasanaan proses analisis gaji, tunjangan kesejahteraan
dan cuti pegawai.
3. Pelaksanaan, pengelolaan administrasi cuti dan ijin pegawai
4. Pelaksanaan fasilitas pemberian tunjangan kesejahteraan
pegawai dan pembinaan mental pegawai.
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
kegiatan analisa gaji, tunjangan kesejahteraan dan cuti
pegawai.
6. Pelaksanaan koordinasi terhadapa instansi terkait
II. SUB BAGIAN PENGHARGAAN, TANDA JASA DAN PENSIUNAN
PEGAWAI
a. Sub Bidang penghargaan, Tanda Jasa dan Pensiun Pegawai di
pimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas
pokok pembinaan, fasilitasi dan pengelolaan administrasi
Penghargaan, Tanda Jasa dan Pensiun Pegawai
b. Kepala Sub Bidang Penghargaan, Tnada Jasa dan Pensiuan
Pegawai mempunyai Fungsi :
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1. Pengumpulan Bahan fasilitasi pemberian Penghargaan,
Tanda Jasa dan Pensiun Pegawai
2. Penyiapan Bahan analisis dan usulan setra penyelesaian
Naskah persetujuan perpanjangan Pensiun PNS.
3. Penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan dan proses
pensiun sendiri, pensiun (Janda/duda)
4. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pemberian
Penghargaan, Tanda Jasa dan pensiun Pegawai
5. Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas
6. Pelaksanaan koordinasi terhadap instansi terkait
5. BIDANG MUTASI
a. Bidang Mutasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok melaksanaakan menyiapkan bahan pengelolaan Mutasi
dan pemindahan pegawai
b. Bidang Mutasi mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan analisis dan pengelolaan usulan, penyelesaian
naskah keputusan pengankatan, pemindahan dan pemberhentian
PNS dari dan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional
2. Penyiapan bahan analisis data jabatan struktural dan jabatan
fungsional
3. Penyiapan bahan analisis pelaksanaan Mutasi jabatan lingkup
Provinsi
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4. Penyiapan bahan analisis, pengusulan, pelaporan serta
penyelesaian naskah keputusan kenaikan pangkat dan peninjauan
masa kerja PNS
5. Penyiapan bahan dan pengelolaan kenaikan pangkat PNS
6. Pelaksanaan koordinasi terhadap instansi terkait
7. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan
tugas
8. Penyempurnaan dan paraf naskah dinas
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan
Bidang Mutasi terdiri dari :
i. Sub Bidang Pengelolaan Mutasi Jabatan dan perpindahan PNS
ii.    Sub Bidang Kenaikan Pangkat
I. SUB BIDANG PENGELOLAAN MUTASI JABATAN DAN
PERPINDAHAN PNS
a. Sub Bidang pengelolaan Mutasi Jabatan dan Perpindahan PNS
dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas
pokok melakukan pengumpulan bahan pengelolaan mutasi
jabatan dan pemindahan PNS
b. Kepala Sub Bidang Pengolaan Mutasi Jabatan dan Perpindahan
Pegawai mempunyai fungsi :
1. Pengumpulan bahan dalam rangka Pengelolaan Mutasi
Jabatan dan Pemindahan Pegawai
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2. Penyiapan Bahan analisis pengusulan penyelesaian naskah
keputusan pengankatan pemindahan, pemberhentian PNS
dari dalam jabatan Struktur/fungsional
3. Penyiapan bahan analisis data jabatan struktural dan jabatan
fungsional
4. Pengumpulan bahan analisis pelaksanaan Mutasi jabatan
5. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan laporan hasil
pelaksanaan tugas
6. Penyempurnaan dan paraf naskah dinas
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan
II. SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT
a. Sub Bidang Kenaikan Pangkat di pimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang mempunyai Tugas pokok melakukan pengumpulan
bahan pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil
b. Kepala Sub Bidang kenaikan Pangkat mempunyai fungsi :
1. Pengumpulan bahan-bahan analisis kenaikan pangkat
pegawai negeri sipil
2. Pelaksanaan analisis kenaikan pangkat pegawai negeri sipil
3. Pengelolaan bahan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil
4. Pelaksanaan koordinasi terhadap instansi terkait
5. Pelaksanaan monitoring, evaluyasi dan laporan hasil
pelaksanaan tugas
6. Penyempurnaan dan paraf naskah dinas
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6. BIDANG KINERJA DAN PENGEMBANGAN SDM APARATUR
a. Bidang kinerja dan pengembangan SDM aparatur dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan,
menyiapkan bahan pembibaan peningkatan kinerja, disiplin dan
pengembangan karir kepegawaian.
b. Bidang Kinerja dan Pengembangan SDM aparatur mempunyai fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja bidang kinerja dan pengembangan SDM
aparatur
2. Penyiapan bahan analisis, pengelolaan administrasi hasil penilaian
kinerja dan disiplin pegawai
3. Pelaksanan sosialisasi hukum dan perundang-undangan
kepegawaian
4. Pendataan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai
5. Penyiapan bahan analisis penyelesaian kedudukan hukum meliputi
pengambilan sumpah/janji PNS, sengketa hukum dan kasus-kasus
kepegawaian
6. Penyiapan bahan perencanaan dan analisis kebutuhan, pelaksanaan
ujian dinas, penyesuian ijasah, ujian kepangkatan dam Fit and
popect test
7. Pengelolaan administrasi pemberian ijin belajar pendidikan lanjutan,
pelatihan dan kursus-kursus di Bidang kepegawaian
8. Pelaksanaan kajian, penyelenggaraan sosialisasi aturan/juklak/juknis
perundang-undangan di Bidang kepegawaian.
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9. Pelaksanaan korrdinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas
Bidang Kinerja dan Pengembangan Karier terdiri dari :
i. Sub Bidang Kajian dan Pengembangan SDM,
ii.    Sub Bidang Kinerja dan Disiplin Pegawai
I. SUB BIDANG KAJIAN DAN PENGEMBANGAN SDM APARATUR
a. Sub Bidang kajian dan Pengembangan SDM aparatur dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas Pokok
menyiapkan rencana kegiatan serta pola pengembangan karir
pegawai dan menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan
peningkatan karir
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di atas, Sub Bidang Pengembangan karier mempunyai
fungsi :
1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan
Karier
2. Pengelolaan administrasi pemberian Izin pendidikan lanjutan
(izi/tugas belajar) serta bantuan dukungan pendidikan,
pelatihan kursus bagi PNS
3. Pelaksanaan pendataan untuk analisis kebutuhan jabatan
4. Pendataan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai
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5. Penyiapan bahan perencanaan dan analisis kebutuhan
pelaksanaan ujian dinas, penyesuaian ijazah ujian
kepangkatan dam fit and profit test
6. Pelaksanaan seleksi Diklat PIM I,II,III,dan IV
7. Pengelolaan administrasi dan fasilitas prajabatan bagi calon
pegawai negeri sipil
8. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
II. SUB BIDANG KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI
a. Sub Bidang kinerja dan Disiplin pegawai dipimpin oleh seorang
Kepala sub bidang Kinerja dan disiplin pegawai yang mempunyai
tugas pokok menyiapkan rencana kegiatan serta pembinaan
kinerja dan disiplin pegawai
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di atas, Sub Bidang Kinerja dan Disiplin Pegawai
mempunyai fungsi :
1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Buidang Kinerja dan
Disiplin Pegawai
2. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas kegiatan
bawahan
3. Penyiapan bahan analisis, pengelolaan administrasi hasil
penilaian kinerja dan distribusi pegawai
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4. Penyiapan bahan analisis penyelesaian kedudukan hukum
meliputi pengambilan sumpah/janji PNS sengketa hukum dan
kasus-kasus kepegawaian
5. Pelaksanaan sosial aturan juklak/juknis perundang-undangan
bidang kepegawaian
6. Penyiapan bahan analisis penyusunan daftar urut
kepangkatan
7. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
8. Penyempurnaan paraf dan naskah dinas.
7. BIDANG DIKLAT TEKNIS/FUNGSIOANAL
a. Bidang Diklat Teknis / fungsional dipimpin oleh seorang kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan
dan fasilitasi penyelenggaraan Diklat Tekhnis dan Diklat fungsional.
b. Bidang Diklat Teknis / Fungsioanal mempunyai fungsi :
1. Perumusan, penyiapan program/rencana kerja Bidang Diklat Teknis /
Fungsional.
2. Perumusan, penyiapan program/rencana, pelaksanaan Diklat Teknis
/ Fungsional.
3. Perumusan, penyiapan pelaksanaan monitoring evaluasi kegiatan
Diklat Teknis / Fungsional.
4. Penyampaian laporan kegiatan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional
5. Penyempurnaan dan paraf Naskah Dinas
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan
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Bidang Diklat Teknis / Fungsional terdiri dari :
i. Sub Bidang Diklat Tehnis.
ii.    Sub Bidang Diklat Fungsional.
I. SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS
a. Sub Bidang Diklat Teknis dipimpin oleh seorang kepala sub
bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan
bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan fasilitas
kegiatan Diklat Teknis.
b. Sub Bidang Diklat Teknis mempunyai fungsi :
1. Penyusunan Program kegiatan Sub Bidang Diklat Teknis
2. Pengumpulan bahan pembinaan dan fasilitas pelaksanaan
Diklat Teknis
3. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan Diklat Teknis
4. Pelaksanaan Koordinasi pada instansi terkait
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan
tugas
6. Penyempurnaan dan paraf naskah dinas
II. SUB BIDANG DIKLAT FUNGSIONAL
a. Sub Bidang Diklat Fungsioanal dipimpin oleh seorang kepala sub
bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan
bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi
kegiatan Diklat Fungsional.
b. Sub Bidang Diklat Fungsional mempunyai fungsi :
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1. Penyusunan program kegiatan Sub Bidang Diklat Fungsional.
2. Pengumpulan bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan Diklat
Fungsional.
3. Pelaksanaan Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Diklat
Fungsional.
4. Pelaksanaan koordinasi pada instansi terkait
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan
tugas.
8. BIDANG DIKLAT STRUKTURAL, PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN
a. Bidang Diklat Struktural, Pemerintahan dan Pembangunan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Diklat Struktural,
pemerintahan dan Pembangunan.
b. Bidang Diklat struktural, pemerintahan dan Pembangunan mempunyai
fungsi :
1. Perumusan, penyiapan program/rencana kerja Bidang Diklat
Struktural, pemerintahan dan Pembangunan.
2. Perumusan, penyiapan Program/rencana kerja, pelaksanaan Diklat
kepemimpinan, Pemerintahan Daerah dan Diklat Teknis
Pembangunan.
3. Perumusan, penyiapan Program/rencana kerja, pelaksanaan Diklat
Tata Praja dan Subtantif perangkat daerah, pembinaan kader dan
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karier, teknis ketahanan masyarakat desa, bahasa, kesekretariatan,
komputer dan sistem informasi.
4. Penyiapan dan perumusan kurikulum / silabi, praktek kerja lapang
Diklat bidang manajemen Pemerintahan
5. Perumusan, penyiapan pelaksanaan monitoring evaluasi kegiatan
Diklat Bidang struktural, pemerintahan dan pembangunan
6. Penyampaian laporan kegiatan Diklat Bidang Struktural,
Pemerintahan dan Pembangunan.
Bidang Diklat Struktural, Pemerintahan dan Pembnagunan terdiri atas :
i. Sub Bidang Diklat pemerintahan dan Pembangunan.
ii.    Sub Bidang Diklat Struktural.
I. SUB BIDANG DIKLAT PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
a. Sub Bidang Diklat Pemerintahan dan Pembangunan dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok
melakukan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan
fasilitasi kegiatan Diklat Pemerintahan dan pembangunan.
b. Sub Bidang Diklat Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai
fungsi:
1. Penyusunan program kegiatan Sub Bidang Diklat
Pemerintahan dan Pembvangunan.
2. Pengumpulan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan
Diklat Pemerintahan dan Pembangunan.
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3. Pelaksanan Pembinaan dan fasilitasi Diklat Pemerintyahan
dan pembangunan
4. Pelaksanaan koordinasi pada instansi terkait
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan
tugas
6. Penyempurnaan dan paraf naskah dinas
7. Pelaksanaan tugas lai yang di berikan oleh pimpinan.
II. SUB BIDANG DIKLAT STRUKTURAL
a. Sub Bidang diklat struktural di pimpin oleh kepala sub bidang
yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan dalam
rangka pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan Diklat
Struktural.
b. Sub Bidang Diklat Struktural mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program kegiatan Sub Bidang Diklat Struktural
2. Pengumpulan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan
Diklat Struktural
3. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan Diklat
Struktural.
4. Koordinasi pada instansi terkait
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan
tugas
6. Penyempurnaan dan paraf naskah dinas
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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9 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
teknis dan administrasi sesuai bidang keahlian masing-masing.
b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang
Jabatan Fungsional yang di pimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada kepala Badan atau Unit Pelaksana Teknis
Badan bersangkutan.
c. Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional akan ditetapkan dengan
keputusan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Salah satu faktor penentu dalam instansi pemerintahan adalah
menyangkut segi sumber daya manusia yang menjalankan aktivitas organisasi
dalam mencapai tujuan. Berbicara tentang sumber daya manusia maka maslah
pegawai dalam suatu instansi tidak boleh di abaikan, sebab apabila suatu
instansi atau perusahaan tidak memperhatikan masalah ini dapat terjadi pegawai
yang ada dalam suatu instansi tidak akan meningkatkan produktivitasnya
dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa masalah pegawai adalah sangat
berperan dalam mencapai tujuan guna meningkatkan produktivitas kerja secara
kontinuitas demi kelangsungan organisasi.
Untuk meningkatkan produktivitas suatu pegawai, maka diperlukan
suatu sistem. Sistem yang dimaksud adalah suatu sistem yang mampu
mendorong kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugasnya secara
efektif dan efesien. Untuk mencapai taraf efisiensi dan efektifitas serta
produktivitas yang tinggi, maka pemimpin/kepala mengusahakan untuk
mengetahui dan melayani kebutuhan pegawaiannya. Karena tidak dapat
dipungkiri bahwa besar kecilnya prestasi yang dapat dicapai pegawai tergantung
pada bagaimana pemimpin memberikan kesempatan untuk mengembangkan
kapabilitas mereka yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Dengan demikian,
maka dapatlah dikatakan bahwa peranan pengembangan pegawai dalam
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instansi/perusahaan sangatlah mutlak diperlukan untuk meningkatkan
produktivitas kerja pegawai dalam mencapai keberhasilan instansi/perusahaan
tersebut.
Lebih jauhnya tentang pengembangan pegawai melalui pendidikan dan
pelatihan (Diklat) maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang menjadi
dasar keikutsertaan pegawai pada program pendidikan dan pelatihan (diklat)
pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Berdasarkan dari hasil wawancara kepada salah satu seorang pegawai
menyatakan bahwa :
”Pengembangan pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan(Diklat)
memang sangant perlu diadakan dan diperhatikan oleh setiap
lembaga/instansi. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan pegawai
untuk lebih cepat menyelesaikan tugas-tugas kantor” (Hasil
Wawancara pada tanggal 16 july 2012)
Dari hasil wawancara di atas kita dapat menyimpulkan bahwa
pengembangan pegawai memalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) sangat
penting untuk mengembangkan kemampuan pegawai dalam rangka
penyelesaian tugas-tugas kantor yang lebih cepat. Oleh karena itu setiap
instansi/lembaga perlu memperhatikan pelaksanaan pengembangan pegawai
sebagai bentuk perhatian pada pegawai yang dimilikinya karena akhirnya juga
akan berdampak pada produktivitas kerja pegawai.
Pengembangan kemampuan/kecakapan pegawai dapat dilaksanakan
dengan berbagai cara, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat),
mutasi, promosi, dan sebagainya. Namun berbicara mengenai cara
pengembangan kemampuan/kecakapan pegawai pada badan kepegawaian
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daerah (BKD) provinsi SulSel demikian luas maka penulis hanya berkonsentrasi
salah satu diantaranya adalah melalui pendidikan dan pelatihan.
Hal tersebut searah dengan penjelasan dari Kepala Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel Drs. Tautoto Tana Ranggina
Sarongngallo, M.Si menyatakan Bahwa :
”Dalam mengembangkan kemampuan pegawai memang ada
berbagai cara tetapi tidak dapat dipungkiri kalau sesungguhnya cara
pengembangan pegawai yang paling baik adalah melalui pendidikan
dan pelatihan (Diklat). Oleh kareana itu, dalam landasan hukum yang
berbicara tentang pengembangan kepegawaian, lebih banyak
dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan cara
mengembangkan pegawai dengan cara lain akan timbul dengan
melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang telah dilakukan
misalnya Mutasi dan promosi”(hasil wawancara pada Tanggal 5 july
2012)
Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pengembangan
sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil tidak dapat
dipungkiri dari adanya pendidikan dan pelatihan (Diklat) karena melalui
pendidikan dan pelatihan, seorang pemimpin dapat mengukur kemampuan
pegawainya yang pada nantinya dapat dipromosikan atau dimutasikan.
Pendidikan dan pelatihan pada suatu instansi/atau lembaga organisasi
dimaksudkan membantu meningkatkan kemampuan para pegawai dalam
menyelesaikantugas-tugasnya. Oleh karena itu, maka melalui pendidikan dan
pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang di rancang untuk meningkatkan
keahlian, pengetahuan, pengalaman ataupun perubahan sikap seseorang
pegawai/aparat pada suatu lingkup instansi.
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Hal tersebut juga di perjelas lagi oleh Kepala Bidang Diklat
Teknis/Fungsional yang secara tehnis mengelola program pendidikan dan
pelatihan (Diklat) pegawai, yang menyatakan bahwa :
”Dalam Upaya pengembangan sumber daya manusia melalui
opendidikan dan pelatihan aparatur pada badan Kepegawaian
Daerah (BKD), orientasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
tersebut adalah meningkatkan kemampuan dari para pegawai
sehingga memiliki keahlian dan pengetahuan secara mendalam yang
dapat mendukung pekerjaan yang dibebankan kepadanya.”(hasil
wawancara pada tanggal 13 july 2012)
Para pemimpin sudah mulai menyadari bahwa biaya yang dikeluarkan
untuk pengembangan pegawai melaui pendidikan dan pelatihan (Diklat) memang
tidak kecil, namun pada akhirnya merupakan suatu tuntutan dalam
meningkatkan mutu pekerjaan mereka.
Seperti yang ditambahkan oleh Kepala Bidang Diklat Struktural
Pemerintahan dan Pembangunan SDM Aparatur bahwa :
”menyadari pentingnya pengembangan pegawai tersebut, tentu saja
dalam pendidikan dan Pelatihan (Diklat) juga membutuhkan dana
yang besar demi terselenggaranya program ini secara efektif dan
efesien. Tetapi mau berkata apa lagi, karena pengembangan pegawai
merupakan tuntutan dalam meningkatkan mutu pekerjaan yang pada
nantinya demi kelancaran dan keberhasilan tujuan sehingga
terkadang pengadaan pendidikan dan pelatihan terkadang terhambat
atau tertunda.”(hasil wawancara pada tanggal 13 july 2012)
dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tidak dapat dipungkiri dari tuntutan mutu
kepegawaian tetapi dalam pengadaannya juga tidak membutuhkan dana yang
sedikit. Terselenggaranya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini tergantung
dari dana yang tersedia.
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Dari hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Diklat Struktural
Pemerintahan dan pembangunan SDM aparatur tersebut di atas, juga
ditambahkan lebih lanjut oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi Sulsel Drs. H.A. Harun menyatakan bahwa :
”Hingga saat ini para pegawai yang terdapat di Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum semuanya dapat mengikuti
program pengembangan dan pendidikan baik di dalam maupun diluar
daerah dalam rangka mengembangkan kualitasnya, khususnya
pegawai(staf). Namun untuk pegawai yang memiliki jabatan baik
struktural maupun fungsional hampir seluruhnya pernah mengikuti
program pendidikan dan pelatihan. Hal ini dikarenakan setiap
program pengembangan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan,
tidak seluruhnya dapat dikuti oleh pegawai yang ada karena tidak
sesuai dengan jabatan/bidang pekerjaannya serta keterbatasan dana
untuk mengikutsertakan pegawai dalam program pendidikan dan
pelatihan tersebut.”(hasil wawancara pada tanggal 6 july 2012)
Dari hasil wawancara tersebutdapat disimpulkan bahwa program yang
disusun dalam rangka pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulsel belum semuanya dapat terlaksana
dengan baik. Masih banyaknya pegawai yang dianggap belum dapat mengikuti
program pengembangan pendidikan dan pelatihan tersebut diakibatkan oleh
karena ketidaksesuaian jabatan/pekerjaan yang dimiliki serta ketersediaan dana
yang tidak mencukupi.
Untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaannya secara optimal
dari pengembangan pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah(BKD)
provinsi Sulsel berikut ini, maka terlebih dulukita lihat melalui hasil wawancara
informan terhadap kebijaksanaan yang di tempuh pemimpin dalam
mengembangkan pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan.
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Menurut Kepala badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel Drs.
H.T.T.R.Sarongngallo, M.Si menyatakan Bahwa :
”pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai secara umum dapat
dilakukan dalam dua situasi, yaitu :
a. Pada saat pekerjaan mewajibkan individu-individu  supaya
memiliki keahlian-keahlian pengetahuan atau sikap yang berbeda
dari atau disamping yang saat ini dimilikinya.
b. Ketika kemajuan di dalam organisasi/lembaga mengisyaratkan
individu agar memiliki keahlian, pengetahuan, atau sikap yang
berbeda, atau yang baru.
Hal ini mengharuskan agar setiap pendidikan dan pelatihan terdiri
atas program-program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas
dari para pegawai yang dapat diukur pada pengetahuan, keahlian,
sikap dan perilaku sosial.”(hasil wawancara pada tanggal 5 july 2012)
Dari hasil wawancara diatas dapa disimpulkanbahwa dalam
pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai dilakukan untuk
memberikan keahlian-keahlian bagi para pegawai  berupa pengetahuan atau
sikap. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja pegawai
pada nantinya maka dari keadaan tersebut selanjutnya disusunlah program-
program dalam pengembangan pendidikan pendidikan dan pelatihan pegawai.
Pengembangan pegawai dalam meningkatkan produktivitas kerja
pegawai melalui pendidikan dan pelatihan lebih lanjut dijelaskan oleh beliau
bahwa :
”Dalam kebijaksanaan tentang pengembangan kepegawaiana pada
Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kami selaku pihak pimpinan itu
sudah sejak dulu mengadakan program pendidikan dan pelatihan ini ,
karena tidak dapat dipungkiri pengembangan pegawai sudah
merupakan tuntutan kebutuhan dalam organisasi. Pengembangan
pegawai ini dilakukan berdasarkan kebijaksanaan dari pusat yang
dituukan pada saemua pegawai dalam rangka meningkatkan
produktivitas kerja. Mekanisme pelaksanaannya pun telah tersusun
dengan baik, dan diberlakukan bagi setiap pegawai sipil. Jadi, tidak
ada alasan seorang pegawai untuk menolak dalam program
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pendidikan dan pelatihan tersebut.”(hasil wawancara pada tanggal 5
july 2012)
Dengan uraian di atas, dapat ditarik duatu kesimpulan bahwa pada
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi SulSel dalam hal pendidikan dan
pelathan dilaksanakan dengan baik karena pelaksanaannya telah mengikuti
ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) Prov. Sulsel dapat diperoleh informasi bahwa pelaksanaan
pengembangan pegawai yang ada dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Provinsi Sulsel, selain didasarkan pada tuntutan kebutuhan pegawai juga
adanya tuntutan kebutuhan organisasi atau instansi.
Pada dasarnya, dalam pengembangan pegawai melalui pendidikan dan
pelatihan (Diklat) mempunyai hubungan yang erat sekali dengan pembinaan
pegawai. Hanya saja, fokus pembinaan pegawai adalah menyiapkan dan
mengembangkan karier pegawai dalam rangka pemanfaatan secara maksimal
bagi kepentingan organisasi, sedangkan fokus pendidikan dan pelatihan adalah
pada penyediaan pegawai yang terdididk dan terampil sesuai dengan kebutuhan
organisasi.
Oleh karena itu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai harus
benar-benar berpedoman dan mengarah kepada kebutuhan pembinaan pegawai
sehingga mempunyai pengaruh yang dominan pada pendidikan dan pelatihan.
Pendidikan dan latihan merupakan prioritas utama yang dilakukan oleh Badan
Kepegawaian Daerah provinsi sulsel dan terdapat keseragaman dalam
penyelengaraannya.
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Apapun pengembangan pegawai yang dilakukan melalui pendidikan dan
pelatihan di lingkungan Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sulsel adalah
sebagai Berikut :
1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Pendidikan dan pelatihan struktural adalah Diklat yang dipersyaratkan
bagi pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural yang
mana melihat kesesuaian Diklat struktural dengan tuntutan kerja pegawai
yang diukur melalui masukan yang diberikan pegawai pada atasan dalam
penataan program kerja, gagasan tertulis yang berkaitan dengan tugas,
penjabaran kebijakan atasan yang bersifat umum. Penyusunan rencana
kegiatan unit kerjanya, koordinasi yang dilakukan pada unit kerjanya dan
pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan.
Diklat Struktural sangat penting karena para peserta diklat struktural
disiapkan untuk menduduki jabatan struktural. Jabatan struktural adalah
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang pegawai dalam memimpin suatu organisasi. Jadi pendidikan dan
pelatihan struktural sangatlah penting diikuti oleh setiap pegawai yang
menduduki jabatan struktural. Untuk lebih lanjutnya kita dapat melihat
bagaimana pelaksanaan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan
pelatihan struktural di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
provinsi Sulsel yang menurut Kepala Bidang Diklat Teknis/Fungsional
BadanKepegawaian Daerah Provinsi Sulsel yang menyatakan:
”dalam pendidikan dan pelatihan Struktural ini , terbagi menjadi
beberapa jenis yaitu Diklat PIM Tingkat IV, Diklat PIM Tingkat III,
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Diklat PIM tingkat II dan Diklat PIM Tingkat I dari semua Diklat PIM
selama Beberapa tahun Terakhir sudah terlaksana dengan baik..
Untuk Diklat ADUM Dilaksanakan pada Tahun 2004-2006,
kemudian untuk Diklat ADUMLA dan SPAMA diadakan Pada
Tahun 2006-2007, sedangkan Diklat SPAMEN dan SPATI
dilaksanakan pada Tahun 2008. Hanya aparatur tertentu saja yang
diperbolehkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
Strukturalkarena masih banyak pegawai yang belum memenuhi
syarat kepangkatan untuk mengkuti dilklat tersebut , oleh karena
itu pegawai yang mengikuti proses pendidikan dan pelatihan
struktural memang masih kurang.”(hasil wawancara pada tanggal
12 july 2012)
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam
pendidikan dan pelatihan struktural di bagi dalamberbagai tingkatan sesuai
dengan jabatan yang dimiliki masing-masing pegawai.
Selanjutnya beliau menambahkan :
”Hanya aparatur tertentu saja yang diperbolehkan untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan Struktural karena masih banyak pegawai
yang belum memenuhi syarat kepangkatan untuk mengikuti Diklat
Tersebut, oleh karena itu pegawai yang mengikuti proses
pendidikan dan pelatihan Struktural memang masih kurang”.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keikutsertaan
pegawai dalam pendidikan dan pelatihan struktural belum optimal,
dikarenakan hanya aparatur tertentu saja yang dapat mengikuti Diklat
tersebut , dan tidak semua jenis Diklat yang bisa diikuti oleh setiap pegawai.
Berikut adalah beberapa Diklat Struktural yang telah dilaksanakan
oeleh badan Kepegawaian daerah (BKD) provinsi Sulawesi Selatan dalam
beberapa tahun terakhir :
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Tabel 1
Diklat-Diklat Struktural yang dilaksanakan Pada Kantor BKD
Provinsi SULSEL
No. URAIAN JUMLAH
1. Diklat PIM IV 1 Angkatan
2. Diklat ADUM 1 Angkatan
3. Diklat ADUMLA dan SPAMA 1 Angkatan
4. Diklat SPAMEN dan SPATI 1 Angkatan
5. Diklat Prajabatan Gol. II 2 Angkatan
6. Diklat Prajabatan Gol. III 2 Angkatan
Sumber : BKD Provinsi Sulsel 2012
2. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Pendidikan dan pelatihan fungsional merupakan diklat yang
diperuntukkan bagi pegawai yang akan dan telah menduduki jabatan
fungsioanal. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam
satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan padakeahlian atau
keterampilan tertentu serta bersifat mansiri. Kebijaksanaan Diklat jabatan
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fungsional serta sertifikasi dan keterampilan jabatan fungsional ditetapkan
oleh instansi pembinan jabatan fungsioanal dengan pembina lembaga
Administrasi Negara.
Dalam rangka pengembangan pegawai melalui pendidikan dan
pelatihan fungsional yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi Sulsel dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan
dan keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam
pelaksanaantugas tersebut tidak mutlak harus bekerja sendiri, tapi dapat
dibantu oleh tenaga fungsional lain. Namun, tanggungjawab hasil
pelaksanaan tugas tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
jabatan fungsional merupakan jabatan yang membutuhkan keahlian dan
keterampilan/kecakapan pegawai dalam menjalankan tugasnya.
Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang Diklat
Tehnis/fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah provinsi Sulses
menyatakan bahwa :
”Dalam Pendidikan dan Pelatihan fungsional, jenisnya terdiri dari :
pengetahuan komputer, administrasi perkantoran, tata kearsipan
serta bendaharawan. Namun yang paling diutamakan adalah
pengetahuan komputer karena saat inikita sangat dituntut untuk
dapat mengoperasikan komputerisasi. Dan baik organisasi
pemerintahan maupun swasta telah menuntut hal tersebut.
Selanjutnya, pada administrasi perkantoran atau kearsipan.”(hasil
wawancara pada tanggal 12 july 2012)
Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa diklat fungsional
yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah provinsi Sulsesl lebih
cenderung memproritaskan pada kompetensi. Hal ini karena disesuaikan
denagn kebutuhan organisasi dalam penguasaan komputerisasi.
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Hal tersebut juga ditegaskan oleh Subid Diklat Tehnis/fungsional
Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulsel yang juga menyatakan
bahwa :
”Mengenai pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pada Badan
Kepegawaian Daerah Sulsel lebih memproritaskan pada bidang
komputer, administrasi perkantoran dan tatakearsipan, hal ini
disebabkan karena dalam bidang administrasi perkantoran atau
kearsipan dalam mengelola data sudah tidak lagi menggunakan
peralatan manual sehingga diperlukan sarana elektronik seperti
komputer agar lebih cepat dalam mengolah data-data tersebut.”
(hasil wawancara pada tanggal 12 july 2012)
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam
pendidikan dan pelatihan fungsional juga diproritaskan pada bidang
komputerisasi, yang selanjutnya pada administrasi perkantoran atau
kearsipan. Karena melihat bahwa dalam mengelola data administrasi
perkantoran atau kearsipan sudah tidak menggunakan peralatan yang
manual lagi tapi lebih pada penggunaan komputerisasi.
3. Pendidikan dan Pelatihan Tehnis
Pendidikan dan pelatihan tehnis merupakan pelaksana kegiatan
pengembangan pegawai yang dilakukan dilingkungan Badan Kepegawaian
Daerah(BKD) provinsi Sulsel untuk memberi pengasaan keterampilan di
bidang teknis tertentu, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan sesuai dengan kompetisi dan tuntutan tugas yang diemban.
Untuk mengetahui tentang pelaksanaan pengembangan pegawai
melalui pendidikan dan pelatihan teknis, berikut ini diungkapkan oleh Kepala
Bidang Diklat Tehnis/Fungsional menyatakan Bahwa :
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”Dalam pendidikan dan Pelatihan fungsional, jenisnya terdiri dari :
Kepegawaian, PIP (Pejabat Inti Proyek), Hukum dan Keprotokolan.
Dalam berbagai jenis Diklat ini, yang paling diproritaskan adalah
pada kepegawaian dan PIP, Sedangkan Diklat yang lainnya dalam
beberapa tahun terakhir sudah tidak pernah dilaksanakan hanya
pada tahun 2008 kami melakukan Diklat Tehnis Penyuluh
Pertanian dan Diklat Kewidyaswaraan”(hasil wawancara pada
tanggal 12 july 2012)
Hal ini dibenarkan oleh Subid Diklat Fungsional Provinsi Sulsel yang
menyatakan bahwa :
”Hanya pegawai tertentu saja yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan tehnis, artinya bahwan mengikuti Diklat Tehnis tersebut
hanya dilaksanakan oleh pegawai yang memang bergerak
dibidang tehnis. Hal ini karena di sesuaikan dengan kebutuhan dan
beban tugas yang ada.”(hasil wawancara pada tanggal 12 july
2012)
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam
pendidikan dan pelatihan (Diklat) tehnis cenderung pada Kepegawaian dan
PIP oleh karena hal tersebut diprioritaskan hanya untuk pegawai pada
bidang teknis dalam rangka menyesuaikan kebutuhan dan beban tugas yang
dikerjakan.
Pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang telah
diupayakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel seperti yang
telah dijelaskan diatas juga dilakukan melalui peningkatan kualitas
pendidikan kejuruan hingga ke perguruan tinggi. Pengembangan pegawai
melalui hal ini adalah dengan mengutus beberapa pegawaianya untuk
melanjutkan pendidikan diberbagai perguruan tinggi yang terdapat di
sulawesi selatan maupun diluar sulawesi. Di samping itu ada uapaya lain
yang ditempuh adalah dengan mengutus pegawaianya untuk mengikuti
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pendidikan dan pelatihan dan kursus-kursus yang sesuai dengan tugas-tugas
pokok pegawai yang bersangkutan. Upaya ini dimaksudkan untuk
memperbaiki serta meningkatkan kemampuan prestasi kerja pegawai.
Disamping itu pendidikan dan pelatihan bertujuan meningkatkan produktivitas
kerja dan mengembangkan pengetahuan keterampilan, sikap dan
kepribadian guna memenuhi persyaratan pada jabatan dimana ia bekerja.
Tabel 2
Diklat-Diklat Tehnis dan Fungsional yang Dilaksanakan pada Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi SULSEL
No. URAIAN JUMLAH
1. Diklat Tehnis Penyuluh Pertanian 1 Angkatan
2. Diklat Kewidyaswaraan 1 Angkatan
3. Diklat PIP (pejabat Inti Proyek) 1 Angkatan
4. Diklat Kepegawaian 1 Angkatan
5. Diklat Hukum dan Keprotokolan 1 Angkatan
Sumber : BKD Provinsi Sulsel 2012
Bertolak dari uraian diatas, agar pelaksanaan tugas-tugas umum
pemerintah dalam meningkatkan produktivitas kerja melalui pendidikan dan
pelatihan (Diklat) dapat terlaksana dengan tertib dan mantap dalam
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kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia, diperlukan
kepemimpinan dari aparatur pemerintah yang mampu mendorong,
menggerakkan, serta mengarahkan usaha-usaha tersebut ke arah yang lebih
baik sesuai yang telah ditetapkan.
B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
Dalam proses pengembangan sumber daya manusia pada Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi SULSEL adalah pegawai ingkatkan
produktivitas kerja melalui pendidikan dan pelatihan, terdapatindikator-
indikator baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
kegagalan atau keberhasilan pengembangan pegawai.
Pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang
dilaksanakan oleh BKD provinsi SULSEl merupakan usaha yang membawa
pengaruh positif bagi pegawai itu sendiri maupun organisasi. Dengan bertitik
tolak dari masalah yang akan dibahas yakni faktor-faktor yang
mempengaruhi pengembangan pegawai, maka sebagai berikut ini akan
dibahas aspek yang paling dominan yang mempengaruhi pengembangan
pegawai sebagai berikut :
1. Faktor Pendukung
a. Kepemimpinan
Kepemimpinan merupakan kemampuan meyakinkan dan
menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama di bawah
kepemimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai suatu tujuan
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tertentu. Tanpa adanya dukungan kepemimpinan, maka proses
pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai tidak akan berjalan
dengan baik. Sebagai faktor penting maka dalam proses
pengembangan pendidikan dan perlatihan pegawai harus didukung
oleh kepemimpinan yang baik, yang dapat dijadikan contoh oleh
bawahannya.
Menurut kepala Badan Kepegawaian Daerah yang menyatakan
bahwa :
”kepemimpinan merupakan faktor terpenting dalam setiap
organisasi, tidak luput dari badan kepegawaian Daerah
(BKD) Sulsel, kepemimpinan dijadikan sebagai suatu
penggerak yang mampu menggerakkan pegawai untuk
dapat bekerja lebih baik. Kepemimpinan yang baik akan
menjadi pendorong bagi setiap pegawai untuk bekerja lebih
efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan produktivitas
kerja pegawai.”(hasil wawancara tanggal 5 july 2012)
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa
kepemimpinan merupakan suatu penggerak yang mampu
menggerakkan pegawai untuk dapat bekerja dengan lebih baik.
Karena kemampuan dari kepemimpinan yang dapat dijadikan sebagai
suatu penggerak sehingga dapat mendorong pegawai dalam bekerja.
Dengan adanya sikap pengarahan yang baik yang diturunkan oleh
pemimpin maka pegawai dapat bekerja dengan lebih efektif dan
efisien dalam mewujudkan produktivitas kerja yang lebih baik.
Selanjutnya beliau menambahkan :
”Untuk dapat mengusahakan orang lain bekerja sama
dengan baik dalam rangka mencapai produktivitas kerja
pegawai maka pemimpin dapat menggunakan
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kewibawaannya untuk menjalankan wewenang. Oleh
karena itu, pemimpin selaku pemegang kekuasaan sangat
erat hubungannya terhadap wewenang yang akan
dilaksanakannya. Atau secara formal, dikatakan bahwa
kewenangan adalah suatu kekuasaan atau hak pimpinan
untuk bertindak dan memerintah pegawai atau bawahan
termasuk mengendalikan pegawai untuk senantiasa
meningkatkan kemampuannya melalui pengembangan
pendidikan dan pelatihan”.(hasil wawancara tgl 5 july 2012)
Untuk dapat mengusahakan para pegawai bekerja sama
dengan dirinya maka pemimpin dapat menggunakan kewibawaan
tertentu atau kewenangan format tertentu. Kekuasaan merupakan
suatu bagian dari sendi organisasi yang dipegang oleh seorang
pemimpin menggunakan kekuasaan dalam aktivitas setiap pekerjaan
kantor. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengembangan dan
pelatihan ini seorang pemimpin harus mampu meningkatkan
kemampuan pegawai atau bawahannya sehingga tujuan yang telah
ditetapkan dapat dicapai.
b. Motivasi
Motivasi merupakan suatu proses mempengaruhi atau
mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar
mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah di tetapkan. Motivasi
atau dorongan dimaksudkan sebagai desakan yang alami untuk
meningkatkan keinginan seorang pegawai untuk mengubah dirinya
menjadi lebih baik.
Berdasarkan dari hasil wawancara pada Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi SULSEL menyatakan bahwa :
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”Pada Umumnya pegawai itu bekerja dengan
mengandalkan kemampuan yang dimilikinya. Apabila
kemampuan yang mereka miliki tidak sampaiu pada
pemahaman akan pekerjaan yang selanjutnya akan mereka
kerjakan , maka kebanyakan dari mereka dianggap lebih
bisa. Sebenarnya pegawai itu memiliki kemampuan untuk
bisa mengerjakan pekerjaan lebih baik tapi hanya saja tidak
disertai motivasi untuk berubah. Melaui pengembangan
pendidikan dan pelatihan nantinya ini maka setidaknya
dapat meningkatkan motivasi pegawai untuk senantiasa
meningkatkan kemampuannya.”(hasil wawancara pada
tanggal 5 july 2012)
Seorang pemimpin harus senantiasa memilikimotivasi dalam
dirinya untuk mendorongsehingga dapat mendorong dirinya untuk
selalu maju, berinisiatif, berorientasi. Motivasi yang dimiliki oleh
pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi sangan berpengaruh
pada kemampuan pegawai yang dimilikinya. Karena pegawai akan
termotivasiapabila pemimpin senantiasa mendorong pegawainya
untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya.
Selanjutnya sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
mengatakan :
”Pendidikan dan Pelatihan merupakan hal yang sangat
penting dalam mengembangankan kemampuan diri pegawai.
Setiap pegawai pasti ingin mengembangkan kemampuan
yang ada pada dirinya melalui pendidikan dan pelatihan ini.
Meskipun terkadang kita hanya mengikuti tuntutan organisasi
tapi apa bila telah dilalui maka sedikitnya kita dapat
merasakan kemampuan yang lebih sesudah mengikuti
pendidikan dan pelatihan ”.(hasil wawancara pada tanggal 5
july 2012).
Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa
pendidikan dan pelatihan senantiasa memotivasi pegawai oleh
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karena keinginan untuk menambah kemampuan/kecakapan yang
dimiliki oleh setiap pegawai. Meskipun sudah menjadi suatu tuntutan
bagi organisasi tetapi melalui pendidikan dan pelatihan kita dapat
mempelajari kemampuan diri. Hal ini juga pada nantinya akan
berdampak pada peningkatan produktivitas kerja.
c. Komitmen
Komitmen/inisiatif serta kesungguhan pelaksana menjalankan
program pengembanganpegawai pada Badan Kepagawaian daerah
(BKD) provinsi SULSEL melalui pendidikan dan pelatihan ini juga
sangatlah penting karena tanpa hal ini pelayanan publik tidak akan
pernah terwujud. Yang ada hanyalah perencanan tanpa disertai
pembuktian berupa kegiatan.
Oleh karena itu, para pelaksana memegang peran dalam
pengembangan pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi SULSEL melalui pendidikan dan Pelatihan, maka usaha
untuk memperbaiki mereka menjadi penting. Salah satu yang dapat
dilakukan untuk itu adalah dengan memberikan insentif sebagai
”bahan Pemanis” seperti komentar dari kepala Bidang Diklat
Teknis/Fungsional latihan mengenai keberadaan insentif dalam
Pelaksanaan kebijakan ini ynag menyatakan bahwa :
”dalam pelaksanaan suatu kebijakan tidak bisa dipungkiri
perlunya komitmen demi kelancaran jalannya program
pengembangan pegawai ini. Khusus dalam
pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan
ini juga telah disediakan komitmen/insentifnya namun
sebagai pihak yang menjalankan program kami ini kami
85
merasa komitmen yang ada masih belum pasti, makanya
kadang-kadang tindakan yang kami lakukan secara tehnis
masih terdapat keterhambatan.”(hasil wawancara pada
tanggal, 13 july 2012)
Adanya komitmen atau intensif dalam pengembangan
pegawai pada BKD provinsi SULSEL melalui pendidikan dan
pelatihan sanagat berpengaruh karena setiap tindakan pelaksanaan
membutuhkan adanya komitmen berupa kesiapan dan kecukupan
sehingga dalam pelaksanaan nantinya bsa berjalan dengan baik dan
lancar. Oleh karena itu tersedianya dana yang mencukupi untuk
pengadaan pendidikan dan pelatihan ini juga sangatlah penting
khususnya yang ditujukan pada pegawai.
Komitmen dalam pengembangan pegawai pada BKD provinsi
SULSEL melalui pendidikan dan pelatihan tidak akan terlaksana
tanpa sebelumnya adanya persepsi yang sama antar pelaksana (
baik pemimpintertinggi maupun pimpinan bagian) dan pihak yang
akan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Persepsi merupakan suatu kesamaan pendapat yang
ditetapkan apa bila pendapat telah searah dengan para pembuat
kebijakan dan pegawai yang akan mengikutipelatihan dan pendidikan
tersebut yang telah dibuat sebelumnya untuk ditindak lanjuti nantinya.
Kepala Bidang Diklat Tehnis/fungsioanal mengenai persepsi tersebut
menyatakan bahwa :
”persepsi antara pegawai dan pembuat kebijakan sebelum
melakukan tindakan harus sama dan tidak boleh
bertentangan karena suatu kebijakan tidak bisa berjalan
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baik tanpa ada kesamaan persepsi. Meskipun kami hanya
bertindak dibagian pendidikan dan pelatihan yang secara
tehnis adalah bagian dari pelaksana pengembangan
pegawai ini tapi juga harus melalui persetujuan dari
pimpinan dan kepala bagian lainnya.”(hasil wawancara
pada tanggal 13 july 2012)
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam hal ini pengembangan
pegawai perlu adanya kesamaan persepsi masing-masing pelaksana
yaitu dari mulai pusat, pihak provinsi hingga ke masing-masing
daerah sehingga dalam hal ini tidak ada salah satu pelaksana yang
nantinya merasa tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakannya.
Karena nantinya juga akan berdampak pada produktivitas kerja para
pegawai yang selanjutnya mengakibatkan pelayanan pemerintahan
yang lambat.
Berbeda dari penuturan salah seorang pegawai pada BKD
Provinsi SULSEL menyatakan bahwa :
”sebagai seorang pegawai, kami hanya melaksanakan dan
mengikuti apa yang menjadi tuntutan dari pimpinan.
Mungkin kami tidak perlu terlibat secara langsung dalam
mengeluarkan pendapat kepada pihak pelaksana (kepala
bagian). Apapun hasil persepsi yang telah dikeluarkan,
mau tidak mau pasti tetap kami laksanakan.”(hasil
wawancara pada tanggal 13 july 2012)
Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa keikutsertaan pegawai dalam menyumbangkan pendapat tidak
terlalu diperhatikan. Tuntutan yang telah dikeluarkan atau dihasilkan
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dari hasil rapat perusahaan antar pelaksana pada akhirnya tetap
harus dilaksanakan oleh setiap pegawai.
2. Faktor Penghambat
a. Prestasi kerja yang cenderung rendah
Prestasi kerja merupakan tingkat pelaksanaan tugas yang
dapat dicapai oleh seseorang, unit atau devisi dengan menggunakan
kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan
untuk mencapai tujuan organisasi/instansi.
Prestasi kerja adalah penampilan hasil kerja SDM dalam
suatu organisasi. Prestasi kerja dapat merupakan penampilan
individu maupun kelompok kerja SDM. Penampilan hasil kerja
terbatas pada pegawaiyang memangku jabatan maupun struktural
tetapi yang kepada keseluruhan jajaran SDM dalam suatu organisasi
atau perusahaan.
Untuk meningkatkan prestasi kerja tersebut diatas maka
diadakannya pendidikan dan perlatihan sebagai salah satu program
pengembangan pegawai. Hal ini berdasarkan dengan apa yang telah
dikemukakan oleh Kepala Bidang Diklat Struktur Pemerintahan dan
pembangunan yang berhasil di wawancara, yaitu sebagai beriktu :
”salah satu hal yang membuat pendidikan dan pelatihan
kami adakan yaitu karena prestasi kerja pegawai yang
dinilai cenderung rendah. Hal ini dapat dilihat dari
penyelesaian pekerjaan kantor yang selalu terhambat dan
menumpuk sehingga mengakibatkan penundaan laporan
pertanggungjawaban”.(hasil Wawancara tanggal 16 july
2012)
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Dari hasil wawancara di atas kita dapat melihat dan
menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan
terhambatnya pengembangan pegawai dapat dilihat dari prestasi
kerja pegawai yang cenderung rendah. Menurunya prestasi kerja
pada pegawai tergambar pada tugas yang dikerjakan sangat lambat
sehingga pertanggungjawaban yang dibutuhkan tidak efektif dan
efisien. Tidak efektif dan efisiennya tugas yang dikerjakan
menyebabkan produktivitas kerja menurun.
b. Kondisi kerja yang kurang memadai
Kondisi kerja merupakan kesesuaian situasi yang dimiliki
dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam penyelengaaraan
pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat)
adalah kondisi kerja yang memungkinkan selama kegiatan pendidikan
dan pelatihan. Kondisi kerja yang baik akan sangat berpengaruh pada
pelaksanaan proses pengembangan pegawai melalui pendidikan dan
pelatihan. Sebaliknya, jika kondisi kerja tidak memungkinkan, akan
sangat mengganggu pelaksanaan program yang pada akhirnya akan
menurunkan produkvitas kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan kepada Kepala Bidang Diklat Tehnis/fungsional
mengatakan bahwa :
”dalam pengadaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka
pengembangan pegawai tentu saja kita harus
memperhatikan kondisi kerja. Apa bila kondisi kerja tidak
memadai, maka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
akan dilaksanakan. Sebaliknya, apabila kondisi kerja tidak
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memadai maka pelaksanaan Diklat akan ditunda atau
diganti dihari yang lain.”(hasil wawancara pada tanggal 16
july 2012)
Berdasarkan dari hasil wawancara diatas kita dapat
menyimpulkan bahwa kondisi kerja sangat mempengaruhi
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan
pegawai. Kondisi kerja yang baik maka akan memungkinkan proses
pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan terlaksana.
Penjelasan tentang kondisi kerja di atas juga lebih diperjelas
lagi oleh Kepala Bidang Diklat Pemerintahan dan Pembangunan
khususnya tentang segi sarana dan prasaranan yang berdasarkan
hasil wawancara mengatakan bahwa :
”Sebenarnya dari segi sarana dan prasarana, hal yang
sangat penting harus dilihat adalah ketersediaan lokasi
tempat untuk mengadakan Pelatihan dan Pendidikan
pegawai. Sarana didalamnya pun tidak mendukung,
terutama ketersediaan alat-alat bantu yang akan
digunakan pada nantinya untuk melaksanakan pendidikan
dan pelatihan pegawai. Kondisi sarana dan prasarana
inilah yang menghambat pelaksanaan pengembangan
pegawai melalui pendidikan dan pelatihan sehingga tidak
efektif”.
Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa dari segi sarana dan prasarana untuk
melaksanakan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan
pelatihan sangat tidak efektif oleh karena ketersediaan ruangan
sangat tidak mendukung. Alokasi ketersediaan dana seharusnya
sebagian dapat digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana.
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Hal tersebut juga diutarakan oleh salah seorang pegawai yang
menyatakan bahwa :
”Bagaimana kita dapat menyelesaikan pekerjaan secara
efektif, sedangkan kondisi ruangan yang sempit untuk
pergerakan setiap pegawai. Selain itu, ketersediaan fasilitas
yang tidak mendukung dan alat-alat kelengkapan yang pada
akhirnya membuat kerja setiap pegawai tidak efektif dan
optimal”. (hasil wawancara pada tanggal 5 july 2012).
Kondisi kerja yang tidak efektif seharusnya diperhatikan oleh
kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi SULSEL,
khususnya dalam hal ini sarana prasarana. Karena kondisi sarana
dan prasarana yang tidak memadai pada akhirnya akan
mempengaruhi pekerjaan pegawai, selanjutnya akan menghambat
waktu yang dibutuhkan untuk bekerja. Kondisi sarana dan prasarana
dalam pengadaan pendidikan dan pelatihan akan menjadi
penghambat khususnya dalam proses konsentrasi terhadap
pelaksanaan pekerjaan yan pada akhirnya produktivitas kerja tidak
sesuai apa yang diharapkan.
c. Komunikasi organisasi yang kurang efektif
Keberhasilan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan
pelatihan ini mengisyaratkan agar pelaksanaan mengetahui apa yang
harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran program
pendidikan dan pelatihan harus ditransmisikan kepada kelompok
sasaran (target group) yang dalam hal ini adalah pegawai yang akan
mengikuti program pendidikan dan pelatihan (Diklat) sehingga akan
mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu
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program tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh
kelompok sasaran (pegawai) maka akan membuat pegawai kurang
berminat untuk mengikutnya.
Komunikasi organisasi dalam hal ini menyangkut tentang cara
atau upaya dalam proses penyampaian informasi. Selain pentingnya
informasi sebagai pendukung dalam komunikasi, informasi juga perlu
didukung dengan adanya transmisi, kejelasan dan konsistensi.
a. Transmisi
Proses penyampaian informasi atau transmisi antara
pelaksana dengan pegawai yang akan mengikuti program
pendidikan dan pelatihan menyangkut keterkaitan antara
keputusan yang telah dibuat dengan aturan mengenai
pelaksanaannya, termasuk dalam hal ini adalah masalah petunjuk
pelaksanaan atau petunjuk teknis yang harus disampaikan
dengan jelas agar implementor tidak salah menginterprestasikan
pesan-pesan yang di terima.
Adapun wawancara yang kami lakukan dengan kepala
Bidang Diklat Teknis/Fungsional yang secara langsung
menangani hal tersebut mengenai informasi. Beliau menyatakan :
”penyampaian Informasi mengenai tujuan dari
pelaksanaan pengembangan pegawai melalui
pendidikan dan pelatihan ini sebelumnya telah
disampaikan secara jelas Sub-sub bidang, apa-apa
yang mesti dilakukan dan cara-cara untuk
melakukannya supaya yang melaksanakannya program
ini nantinya juga tidak kebingungan.”(hasil wawancara
pada tanggal 16 july 2012)
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Penyampaian informasi mengenai tujuan dalam program
pendidikan dan pelatihan harus dipahami dengan jelas oleh
masing-masing pelaksana kegiatan agar tidak tersedia
kesalahpahaman dalam menafsirkan suatu program sehingga apa
yang dilaksanakan nantinya dilapangan sesuai dengan aturan
yang telah dikeluarkan. Selain itu, kejelasan mengenai petunjuk
pelaksanaan atau petunjuk tehnis juga sangat penting karena hal
inilah yang menjadi acuan yang memperjelas informasi dalam
program pendidikan dan pelatihan. Jika petunjuk pelaksanaan
masih kabur atau masih kurang jelas, maka pelaksana akan salah
kaprah atau lebih leluasa dalam bertindak sehingga
memungkinkan apa yang dilaksanakannya tidak sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan yang akan berujung pada
ketidakefektifan tujuan dari pengembangan sumber daya manusia
yang dalam hal ini adalah pegawai nantinya.
b. Kejelasan
Faktor penting lainnya yang mendukung penyampaian
informasi adalah adanya kejelasan tujuan dan kejelasan dari
informasi yang disampaikan. Sumber informasi terntunya harus
menyampaikan informasi yang jelas tentang program pendidikan
dan pelatihan baik yang bersifat tehnis maupun operasional. Hal
tersebut dilakukan untuk menghindari kebingungan dan deviasi
antara keinginan komunikator terhadap informasi yang
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disampaikan karena pada akhirnya akan terjadi hubungan timbal
balik dan reaksi.
Adapun pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi SULSEL, menyatakan :
”Tujuan mengenai pelaksanaan program pendidikan
dan pelatihan sebagai bentuk proses pengembangan
pegawai ini saya rasa sudah jelas yaitu untuk lebih
mempermudah para pelaksana program dalam
mengambil tindakan.”(hasil wawancara pada tanggal 6
july 2012)
Kejelasan mengenai pelaksanaan tujuan pelaksanaan
suatu program pendidikan dan pelatihan (BKD) merupakan hal
yang paling mendasar karena apa yang dilakukan harus sesuai
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, penting
adanya kejelasan informasi mengenai proses pengembangan
pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang akan
dilaksanakan khususnya tentang petunjuk pelaksanaan.
c. Konsistensi
Informasi yang disampaikan haruslah merupakan
ketetapan dan pemikiran yang jelas dari tujuan dan program yang
dimaksud. Karena komunikasi tidak hanya merupakan sebuah
proses penyampaian pesan atau sekedar hubungan antara
manusia tetapi juga merupakan proses interaksi yang saling
mempengaruhi maka konsistensi dan kepastian informasi yang
disampaikan harus dijaga, dipertahankan serta diusahakan dan
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ditentukan dengan jelas agar tidak terjadi penyimpangan atau
overlapping dari tujuan program yang dilaksanakan.
Mengenai konsitensi ini dijelaskan lagi oleh Kepala Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi SULSEL yang menyatakan
bahwa :
”Perintah Tentang tujuan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan ini memang harus tetap konsisten artinya
tidak bertentangan antara yang satu dengan yang
lainnya supaya tujuan dari kebijakan ini harus tetap bisa
tercapai, kalau tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya harus konsisten tentunya tujuan dalam
pelaksanaannya pun harus konsisten karena apa yang
dilakukan nantinya harus sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan agar semuanya berjalan dengan sesuai
rencana.”(hasil wawancara pada tanggal 6 july 2012)
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa
walaupun suatu program telah disampaikan dengan jelas tentang
tujuan dan petunjuk pelaksanaannya tetapi apa bila penyampaian
tersebut tidak konsisten maka pengembangan melalui pendidikan
dan pelatihan  ini tidak akan berjalan maksimal. Hal ini
disebabkan karena implementator sebagai penerima perintah
akan merasa bingung sehingga pelaksanaannyapun cenderung
menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan yang telah
dikeluarkan. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi
peningkatan produktivitas kerja pegawai yang menyebabkan
tujuan TUPOKSI dan organisasi yang tidak berjalan efektif.
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BAB VI
KESIMPULAN & SARAN
A. KESIMPULAN
Dari serangkaian pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab
sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan,
Pegawai maupun karyawan dalam suatu instansi merupakan asset yang dimiliki
sebagai perencana dan pengendali aktivitas dalam organisasi. Maka seiring
dengan perkembangan pengetahuan dan tekhnologi serta tuntutan tugas perlu
untuk diperhatikan. Oleh karena itu, Badan kepegawaian Daerah(BKD) Provinsi
Sulawesi Selatan mengambil kebijaksanaan untuk memprogramkan
pengembangan pegawai sebagai sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan
guna memperoleh pengetahuan dan keterampilan sehingga mereka mampu
menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
Pengembangan pegawai melalui program pendidikan dan pelatihan
(DIKLAT) membawa suatu pengaruh positif, baik bagi pihak pegawai itu sendiri
maupun instansi. Bagi pegawai, pengembangan tersebut dapat menambah
kemampuan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan bagi instansi adanya
peningkatan produktivitas kerja pegawai secara keseluruhan.
Pengembangan pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan(Diklat)
tersebut dapat dilakukan melalui : (a). Pendidikan dan Pelatihan Struktural, (b).
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan (c). Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
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Dalam pendidikan dan Pelatihan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Provinsi Sulawesi Selatan masih dianggap kurang optimal oleh karena
hanya aparatur tertentu saja yang dapat mengikuti diklat tersebut. Sedangkan
pada Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dalam pelaksanaannya masih
dipengaruhi oleh system pilih kasih (dalam artian juga hanya orang tertentu saja
yang dapat mengikutinya). Dan yang terakhir adalah Pendidikan dan Pelatihan
Teknis, pegawai yang diikutkan cenderung pada pegawai yang bekerja pada
bidang Teknis saja.
Sistem pengembangan pegawai yang dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Propvinsi Sul-Sel yang berdasarkan pengamatan
penulis, ada beberapa pertimbangan dan syarat yang meliputi :
a. Sistem pengembangan dalam mengoptimalkan peningkatan produktivitas
kerja pegawai adalah berfungsi untuk memperbaiki suasana
organisasi/instansi yang berupa penguasaan keterampilan dan teknik
pelaksanaan kerja sehingga pengembangan suatu pegawai dianggap
sangat penting.
b. Sistem pengembangan pegawai yang dilaksanakan melalui Pendidikan
dan Pelatihan (Diklat) memberikan tanggapan yang baik dari pegawai
bahwa lembaga/instansi betul-betul memperhatikan kebutuhan akan
pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab yang telah
diserahkan kepadanya.
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c. Pegawai termotivasi untuk melaksanakan pekerjaan dan berusaha
meningkatkan produktivitas kerjanya dengan adanya pengembangan
yang diberikan kepadanya.
Dalam pelaksanaan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan
pelatihan ini masih dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai
faktorpendukung dan penghambat. Faktor pendukung tersebut yaitu:
(a) Faktor kepemimpinan, pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
ini seorang pemimpin harus mampu menggunakan kekuasaannya untuk
bertindak dalam meningkatkan kemampuan pegawai atau bawahannya
sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.
(b) Faktor motivasi, pendidikan dan pelatihan (Diklat) senantiasa memotivasi
pegawai oleh karena keinginan untuk menambah
kemampuan/kecakapan yang dimiliki oleh setiap pegawai. Meskipun
sudah menjadi suatu tuntutan organisasi tetapi melaui pendidikan dan
pelatihan kita dapat mempelajari kemampuan diri.
(c) Faktor komitmen, melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) setiap
tindakan pelaksanaan pengembangan pegawai membutuhkan adanya
komitmen dan persepsi berupa kesiapan dan kecukupan sehingga dalam
pelaksanaan nantinya bisa berjalan baik dan lancar.
Faktor Penghambat yaitu meliputi :
(a) Prestasi kerja yang cenderung rendah, menurunya prestasi kerja pada
pegawai tergambar pada tugas yang dikerjakan sangat lambat sehingga
98
pertanggungjawaban yang dikerjakan sangat lambat sehingga
pertanggungjawaban yang dibutuhkan tidak efektif dan efisien.
(b) Kondisi kerja yang kurang memadai, pengembangan pegawai melalui
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terdapat berbagai macam kondisi kerja
yang dianggap sangat mempengaruhi yaitu dari segi waktu, tenaga,
pekerjaan, sasaran dan prasaranan. Kondisi sarana dan prasarana
dianggap sangat menghambat oleh karena ketersediaan lokasi
pengadaan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan
tidak mendukung dan .
(c) Komunikasi organisasi yang kurang efektif, dalam pengembangan
pegawai melalui pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sangat dipengaruhi
dari bagaimanan cara penyampaian informasi. Pada Bada Kepegawaian
Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyampaikan informasi
tentang Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) sangat dipengaruhi oleh
Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.
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B. SARAN-SARAN
1. Dalam pengembangan pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan
(DIKLAT) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi
Selatan yang terdiri dari Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional
dan Teknis sebaiknya tidak dibeda-bedakan karena pegawai yang
bekerja pada lembaga?instansi tersebut adalah sumber daya yang
menentukan efektif tidaknya hasil pekerjaan dalam rangka meningktakan
produktivitas.
2. Faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi terselenggaranya
proses pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat)
perlu diperhatikan utamanya dari kondisi kerja.
3. Mungkin konsentrasi program pengembangan pegawai melalui
pendidikan dan pelatihan (Diklat) tidak perlu pada konsep-konsep yang
semuanya pasti baik, tetapi kepada menjawab pertanyaan, ”bagamana
memulainya?”, agar dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh dan
memberi hasil berupa perbaikan yang nyata. Dengan demikian pegawai
akan pulih harapannya, bahwa akhirnya masalah-masalah
lembaga/instansi ini ada tanda-tanda dan kemungkinan untuk dapat
diatasi, dan akhirnya pegawai akan dapat menikmati pengayoman dan
layanan dari lembaga/instansi yang dapat diandalkan.
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